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MOTTO 
 
 
“Hasil tidak akan mengkhianati proses” 
 
دجو ّدج نم 
“Barangsiapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkan” 
 
 
“Bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara 
bintang-bintang” 
(Ir. Soekarno) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut 
adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta 
tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah 
sebagai berkut:   
x 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak 
dilambangkan  
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Ṡa Ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa Ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص Ṣad Ṣ Es (dengan titik di bawah) 
xi 
 
ض Ḍad Ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط Ṭa Ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ Ẓa Ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
xii 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
(ـَــــ) Fathah A A 
 (ِ ـــــ) Kasrah I I 
(   ْ  ) Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Żukira 
3. بهذي Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
xiii 
 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. ح ول  Ḥaula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
أي...  Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
و...أ Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
xiv 
 
1. لاق Qāla 
2. ليق Qīla 
3. لوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah  
transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta 
Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Rauḍah al-aṭfāl  
2. ةحلط Ṭalḥah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
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Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbanā 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf 
Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf 
yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang yang diikuti 
leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang digariskan di 
depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau 
Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan 
dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للالجا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir 
xvi 
 
kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan 
Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذختأ Taꞌkhuzūna 
3. ؤنلا An-Nauꞌ 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi 
dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD 
yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. 
Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf  
kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan 
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf 
kapital tidak digunakan. 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوسرلاإ دحمم امو Wa mā Muammadun illā rasūl 
 ينلماعلا بر للهدملحا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
xvii 
 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
  وله الله نإوينقزارلايرخ  Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 نازيلماو ليكلا اوفوأف Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
 
 
 
 
KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb 
 
 Alhamdulillah puji syukur kehadiratan Allah SWT, karena atas rahmat dan 
karunia-Nya sehingga penulis diberi kekuatan untuk menyelesaikan penyusunan 
Skripsi dengan Judul: PERSEPSI PESERTA KELUARGA BERENCANA 
DENGAN KONTRASEPSI VASEKTOMI TENTANG PERATURAN BUPATI 
NOMOR 23 TAHUN 2017 DAN IJTIMA ULAMA TAHUN 2012 TENTANG 
VASEKTOMI DI KABUPATEN SUKOHARJO. Skripsi ini disusun sebagai salah 
satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan program strata satu (S1) atau 
Sarjana di IAIN Surakara guna memperoleh gelar S.H. 
xviii 
 
 Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak 
yang telah banyak membantu dan membimbing dari berbagai pihak dalam 
penyusunan Skripsi ini diantaranya: 
1. Bapak Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri 
(IAIN) Surakarta. 
2. Bapak Dr. M. Usman, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta. 
3. Bapak Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H selaku Ketua Jurusan/Program Studi 
Hukum Keluarga Islam (Ahwal As-Syakhsyiyyah). 
4. Bapak Sulhani Hermawan., M.Ag selaku dosen Pembimbing Akademik Jurusan 
Hukum Keluarga Islam yang telah membimbing sejak awal. 
5. Bapak Susilo Surahman, M.Pd selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan 
banyak perhatian dan bimbingan selama penyelesian skripsi. 
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta yang telah memberikan 
bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis. 
7. Bapak dan Ibu Dinas PKB & P3A yang telah mengijinkan dan membantu dalam 
proses penyusunan skripsi ini. 
8. Keluargaku Bapak, Ibu, dan Adik tercinta yang senantiasa mendoakan dan 
memberi dukungan dalam menyelesaikan pendidikan ini. 
9. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam Angkatan Tahun 2015, yang 
telah memberikan keceriaan dan semangat kepada penulis selama penulis 
menempuh studi di Fakultas Syariah IAIN Surakarta. 
10. Serta para pihak lain yang tidak dapat disebutkan oleh penulis yang telah 
membantu dari pelaksanaan hingga tersusunnya skripsi ini. 
11. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do’a serta 
puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada 
semuanya. Aamiin. 
 
xix 
 
Wassalamu’alaikum. Wr. Wb. 
 
 
Surakarta, Juni 2019 
       Penulis, 
 
 
 
                                                                                     Oktivia Alamanda I 
       152121100 
 
 
 
 
ABSTRAK 
Oktivia Alamanda Istiqmah, NIM: 152121100, “PERSEPSI PESERTA 
KELUARGA BERENCANA DENGAN KONTRASEPSI VASEKTOMI 
TERHADAP PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 23 TAHUN 2017 
DAN IJTIMA ULAMA INDONESIA TAHUN 2012 TENTANG VASEKTOMI 
DI KABUPATEN SUKOHARJO”.  
 Majelis Ulama Indonesia  (MUI) pernah mengeluarkan fatwa tentang 
vasektomi, yaitu tahun 1979, 1983, 2009 dan, 2012. Pada fatwa tahun 1979, 1983 dan 
2009 menyatakan bahwa Keluarga Berencana dengan kontrasepsi vasektomi 
hukumnya haram, sedangkan pada fatwa tahun 2012 kontrasepsi vasektomi 
diperbolehkan dengan syarat tertentu. Kemudian, di Kabupaten Sukoharjo terdapat 
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 23 tahun 2017 yang berisi tentang pemberian dana 
bantuan sosial  sebesar Rp 2.000.000,00 bagi peserta Keluarga Berencana dengan 
kontrasepsi vasektomi. Hal tersebut menjadikan peneliti tertarik untuk menelusuri: 1) 
Bagaimana persepsi peserta Keluarga Berencana dengan kontrasepsi vasektomi di 
Kabupaten Sukoharjo tentang  Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 dan Ijtima’ 
xx 
 
Ulama Indonesia tahun 2012; 2) Apa faktor yang mempengaruhi persepsi peserta 
Keluarga Berencana dengan kontrasepsi vasektomi di Kabupaten Sukoharjo. 
Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan (field research) 
dengan menggunakan pendekatan kualitatif tipe yuridis normatif. Sumber data 
diperoleh dari wawancara, dan melalui kepustakaan. Peneliti mengumpulkan data 
dengan wawancara kepada peserta vasektomi, dan staf perwakilan pemerintah daerah 
Kabupaten Sukoharjo. 
Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa persepsi peserta dengan 
kontrasepsi vasektomi di Kabupaten Sukoharjo tentang Perbub Nomor 23 Tahun 2017 
sesuai pengalaman sebelum dan sesudah vasektomi beragam. Mereka menyatakan 
bahwa peraturan tersebut baik dan sangat membantu masyarakat. Selain itu, bagi dinas 
terkait sangat membantu dalam menjalankan tujuan dan tugasnya dalam mengatur 
jumlah penduduk dan menciptakan keluarga yang lebih berkualitas. Kemudian, hasil 
Ijtima’ Ulama Indonesia tahun 2012 dinyatakan sudah sesuai. Meskipun setiap orang 
yang mengikuti vasektomi belum mendapatkan jaminan tertulis dari dinas terkait dan 
pemerintah setempat bahwa, peserta vasektomi dapat rekanalisasi. Sedangkan faktor 
yang mempengaruhi persepsi peserta dengan kontrasepsi vasektomi adalah faktor 
pendidikan dan faktor ekonomi. 
 
 
Kata Kunci: Persepsi, Peraturan Bupati, Vasektomi 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Oktivia Alamanda Istiqmah, NIM: 152121100, “THE PERCEPTION OF FAMILY 
PLANNING PARTICIPANTS USING VASECTOMY CONTRACEPTION 
TOWARD SUKOHARJO REGENT REGULATION NUMBER 23 OF 2017 
AND IJTIMA’ ULAMA INDONESIA IN 2012 ABOUT VASECTOMY IN 
SUKOHARJO REGENCY”. 
Indonesian Religious Leader (MUI) had issued the decision about vasectomy 
in 1979, 1983, 2009 and 2012. In the decision of 1979, 1983 and 2009 they declare that 
Family Planning (KB) using vasectomy contraception is haraam, meanwhile in the 
decision of 2012 vasectomy contraception is allowed with certain conditions. Then, in 
Sukoharjo Regency, there is Regent Regulations No. 23 of 2017 about giving social 
xxi 
 
grants of Rp. 2.000.000,- for family planning participants using vasectomy 
contraception. It makes the researcher interested in investigating: 1) How is the 
perception of the Family Planning participants using vasectomy contraception in 
Sukoharjo Regency about the Regent Regulations No. 23 of 2017 and Ijtima’ Ulama 
Indonesia in 2012; 2) What are the factors which influence the perception of the Family 
Planning participants using vasectomy contraception in Sukoharjo Regency. 
The researcher uses qualitative field research with the approach of qualitative 
juridical normative. The sources of the data are collected through interviews and 
literature. The researcher collected the data by interviewing some of vasectomy 
participants and government staff in Sukoharjo Regency. 
. According to the data analysis, it can be concluded that the perception of the 
family planning participants using vasectomy in Sukoharjo regency about regent 
regulations No. 23 of 2017 according to the experience before and after vasectomy 
varies. They said that the regulation is good and very helpful for the community. 
Moreover, for related agencies, it is helpful in carrying out their goals and tasks to set 
the population and create a higher quality family. Then, the result of Ijtima’ Ulama 
Indonesia has declared appropriate although every person who take vasectomy has not 
receive written guarantee from related agencies and the government that the 
participants get re-canalization. Whereas, the factors affecting the perception of 
vasectomy participants are educational and economic factors. 
 
Keywords: Perception, Regent Regulation, Vasectomy 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia diprediksi akan mengalami masa bonus demografi, yakni 
jumlah penduduk usia produktif (berusia 15-64 tahun)  lebih besar 
dibandingkan penduduk usia tidak produktif (berusia dibawah 15 tahun dan di 
atas 64 tahun) pada tahun 2030-2040.1 Tanda-tanda munculnya fenomena 
bonus demografi di Indonesia dimulai pada awal 1990-an melalui keberhasilan 
program Keluarga Berencana. Pada mulanya, program Keluarga Berencana ini 
didasarkan atas dasar logika dengan asumsi bahwa ketika populasi penduduk 
mengalami kelebihan kapasitas maka, akan berimplikasi  dengan kemiskinan. 
Sehingga, semakin tinggi jumlah penduduk maka maka kebutuhan pangan dan 
lapangan pekerjaan semakin besar, padahal seharusnya tidak boleh ada 
penambahan lahan untuk pemukiman. Logikanya, semakin bertambah lahan 
pemukiman maka semakin berkurang lahan untuk pertanian, penghasil 
makanan utama masyarakat Indonesia. Keluarga Berencana atau sering 
disingkat KB merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengendalikan 
                                                          
1 Thohir Afandi, Kepala Biro dan Tata Usaha Pimpinan Kementrian PPN/Bappenas, dalam 
siaran pers “Bonus Demografi 2030-2040: Strategi Indnesia Terkait Ketenagakerjaan dan 
Pendidikan”, Jakarta, 22 Mei 2017 
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jumlah penduduk. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah melahirkan sebuah 
keputusan mengenai Keluarga Berencana yang menyatakan bahwa2 : 
1. Keluarga Berencana dalam artian untuk kesejahteraan keluarga, dengan 
tujuan yang lebih luas yaitu kesejahteraan bangsa dan negara yang diridai 
Allah hukumnya adalah ibahah. 
2. Keluarga Berencana dalam pengertian “pengaturan jarak kelahiran” 
hukumnya ibahah, dan tidak dilarang. 
3. Alat-alat kontrasepsi dan cara-cara untuk KB boleh digunakan selagi tidak 
bertentangan dengan ajaran Islam dan kesehatan. 
4. Vasektomi (pemotongan saluran sperma pada laki-laki), tubektomi 
(pemotongan saluran telur wanita), obortus provokatus (pengguguran 
kandungan), dan menstrual regulation (pengeluaran konsepsi dengan alat-
alat yang dinamakan vacum aspirator) adalah bertentangan dengan ajaran 
agama Islam.3 
Kebolehan melakukan Keluarga Berencana dari fatwa MUI tersebut 
memiliki maksud untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk yang cukup 
besar di Indonesia. Pertambahan penduduk yang pesat merefleksikan ketidak 
seimbangan pertumbuhan produksi bahan keperluan pokok, terutama bahan 
makanan. Salah satu alternatif menangani masalah ini adalah mengatur 
                                                          
2 Himpunan Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV Tahun 2012, 
(Cipasung, 2012), hlm.80 
3 Ibid.,hlm.83 
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kehamilan dan membatasi kelahiran melalui program Keluarga Berencana. 
Dari hal tersebut, MUI menggunakan pertimbangan maslahah (maslahat al-
ummat) dalam pendekatan hukumnya.4 
Kebolehan melakukan Keluarga Berencana juga didasarkan pada sejarah 
yang menyatakan bahwa dizaman Rasulullah sebagian masyarakatnya pernah 
melakukan ‘azl dan Rasulullah tidak melarangnya.5 Selain itu, menurut kaidah 
fiqiyyah, bahwa6 : 
 ُلاييل ىدلا ُّل َُدي ىتََّح ُةَحَبَ يالَْا يء اَي اشَ الْا يفِ ُلاصَ الَْا  ياير احىتلا َلََء  
“Hukum asal sesuatu adalah kebolehan, sehingga terdapat bukti yang 
mengharamkannya. 
Kemaslahatan mengenai program Keluarga Berencana ini juga didasarkan 
pada firman Allah pada Q.S Al Baqarah ayat 233, yaitu7 : 
۞ ي ايَْليماَك ي ايَْل اوَح ىنُهَدَلْاوَأ َناع يضار ُي ُتاَديلاَوالاَو 
 
ۖ  ىميُتي نَأ َدَارَأ انَميل  َةَعاَضىرلا 
 
ۖ  ُهَل يدوُل اوَمالا ىَلَعَو
 يفوُراعَمال يبَ ىنُه ُتَو اسيَكو ىنُه ُقازير 
 
ۖ اَهَع اسُو ىلْيإ ٌساف َن ُفىلَكُت َلْ 
 
ۖ  ٌدوُل اوَم َلَْو اَهيدَلَويب ٌةَديلاَو ىراَضُت َلْ
 يهيدَلَويب ُهىل  ۖ  َكيل ََٰذ ُلاث يم يثيراَوالا ىَلَعَو 
 
ۖ  َحاَنُج َلََف ٍرُواَشَتَو اَمُه ا ن ي م ٍضاَر َت نَع الْاَصيف اَدَارَأ انيَإف
                                                          
4 Habi Umar, Nalar Fiqh Kontemporer, (Jakarta: Gaung Persada Press,2007), hlm.198 
5 Ibid.,hlm.201 
6 Muhlish Usman, Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah: Pedoman Dasar Dalam 
Istinbath Hukum Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.119 
7 Departemen Agama RI, Quran Tajwid Maghfirah, (Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka, 
2007), hlm.37 
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اَميهايَلَع 
  ۖ يفوُراعَمال يبَ مُت ا ي َتآ اىم مُت امىلَس اَذيإ امُكايَلَع َحاَنُج َلََف امَُكدَلْاوَأ اوُع يضار َت اسَت نَأ اُّتُّدَرَأ انيإَو 
 
ۖ 
 َىللَّا ىنَأ اوُمَلاعاَو َ ىللَّا اوُقى تاَو(  ٌير يصَب َنوُلَماع َت َا يبِ٢٣٣) 
  “(Para ibu menyusukan), maksudnya hendaklah menyusukan (anak-anak 
mereka selama dua tahun penuh) sifat yang memperkuat, (yaitu bagi orang 
yang ingin menyempurnakan penyusuan) dan tidak perlu ditambah lagi. (Dan 
kewajiban yang diberi anak), maksudnya bapak (memberi mereka (para ibu) 
sandang pangan) sebagai imbalan menyusukan itu, yakni jika mereka 
diceraikan (secara makruf), artinya menurut kesanggupannya. (Setiap diri itu 
tidak dibebani kecuali menurut kadar kemampuannya, maksudnya 
kesanggupannya. (Tidak boleh seorang ibu itu menderita kesengsaraan 
disebabkan anaknya) misalnya dipaksa menyusukan padahal ia keberatan (dan 
tidak pula seorang ayah karena anaknya), misalnya diberi beban di atas 
kemampuannya. Mengidhafatkan anak kepada masing-masing ibu dan bapak 
pada kedua tempat tersebut ialah untuk mengimbau keprihatinan dan 
kesantunan, (dan ahli waris pun) ahli waris dari bapaknya, yaitu anak yang 
masih bayi dan di sini ditujukan kepada wali yang mengatur hartanya 
(berkewajiban seperti demikian), artinya seperti kewajiban bapaknya memberi 
ibunya sandang pangan. (Apabila keduanya ingin), maksudnya ibu bapaknya 
(menyapih) sebelum masa dua tahun dan timbul (dari kerelaan) atau 
persetujuan (keduanya dan hasil musyawarah) untuk mendapatkan 
kemaslahatan si bayi, (maka keduanya tidaklah berdosa) atas demikian itu. 
(Dan jika kamu ingin) ditujukan kepada pihak bapak (anakmu disusukan oleh 
orang lain) dan bukan oleh ibunya, (maka tidaklah kamu berdosa) dalam hal 
itu (jika kamu menyerahkan) kepada orang yang menyusukan (pembayaran 
upahnya) atau upah yang hendak kamu bayarkan (menurut yang patut) secara 
baik-baik dan dengan kerelaan hati. (Dan bertakwalah kamu kepada Allah dan 
ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan) hingga tiada 
satupun yang tersembunyi bagi-Nya.”                                                                 
 
Dari ayat tersebut maka, kewajiban orangtua adalah memberikan pemeliharaan 
dan pengurusan kepada anak dengan cara yang baik selama dua tahun. Karena 
memelihara dan mengurus anak dibutuhkan tenaga dan biaya yang banyak, 
maka program Keluarga Berencana dibolehkan MUI agar tidak terjadi 
penelantaran anak dan sebagainya. 
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Majelis Ulama Indonesia pusat mengeluarkan fatwa tentang vasektomi, 
yaitu tahun 1979, 1983, 2009 dan, 20128. Pada tahun 1979 MUI mengharamkan 
vasektomi dengan alasan vasektomi dianggap sebagai pemandulan, dimana 
pemandulan dilarang oleh agama dan, di Indonesia belum dapat dibuktikan 
bahwa vasektomi dapat disambung kembali. Pada tahun 1983 MUI juga 
mengharamkan dengan alasan vasektomi merupakan usaha pengikatan atau 
pemotongan saluran benih pria  (vas deferens) sehingga tidak dapat menghamili 
istri, hal tersebut bertentangan dengan Hukum Islam kecuali untuk menghindari 
penyakit atau menyelamatkan jiwa calon ibu maupun janinnya. Selain itu, MUI 
juga menganjurkan pemerintah untuk melarang pelaksanaan vasektomi, 
tubectomi, aborsi bagi umat Islam serta meningkatkan kewaspadaan terhadap 
penyalahgunaan alat-alat kontrasepsi yang ada kemungkinan dipergunakan 
untuk perbuatan maksiat. Kemudian tahun 2009, MUI memberikan fatwa haram 
lagi tentang vasektomi dengan alasan pemotngan vas deferens dapat 
menyebabkan kemandulan tetap dan, upaya rekanalisasi (penyambungan 
kembali) tidak menjamin pulihnya tingkat kesuburan kembali yang 
bersangkutan. Dan pada tahu 2012  MUI memberikan fatwa yang berbeda 
mengenai vasektomi dari 3 fatwa sebelumnya yang mengharamkan vasektomi, 
pada tahun 2012 MUI membolehkan vasektomi dengan syarat tertentu. 
Syaratnya adalah untuk tujuan tidak menyalahi syariat, tidak menimbulkan 
                                                          
8Muhyidin, “Fatwa MUI tentang Vasektomi, Tanggapan Ulama dan Dampaknya terhadap 
Peningkatan Medis Operasi Pria (MOP)”. Al-Ahkam, (Semarang) Vol 24 Nomor.1, 2014, hlm.78-
79 
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kemandulan permanen, ada jaminan dapat dilakukan rekanalisasi sehingga alat 
reproduksi dapat berfungsi seperti semula, tidak menimbulkan bahaya 
(madarat) dan, tidak dimasukkan ke dalam program dan kontrasepsi mantap 
(tindakan untuk membatasi keturunan dalam waktu yang tidak terbatas yang 
atas permintaan suami isteri secara mantap dan sukarela).9  
Vasektomi dinilai lebih aman untuk kesehatan daripada alat kontrasepsi 
lain. Prosedurnya lebih sederhana, tidak memerlukan alat canggih, lebih murah 
pengerjaannya, efektivitasnya dapat diuji, bagi wanita yang memilih KB dengan 
pil maka tidak harus mengkonsumsi pil yang dalam jangka panjang aka merusak 
kesehatan.10 
KB vasektomi di Kabupaten Sukoharjo mempunyai cara yang unik 
untuk menarik peminatnya. Untuk mendukung program pemerintah pusat 
dalam menekan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia maka, Kabupaten 
Sukoharjo mengeluarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 23 
tahun 2017 yang berisi tentang aturan mengenai KB vasektomi11. Dan yang 
menarik dari perbub tersebut adalah adanya stimulan untuk pria yang 
                                                          
9 Himpunan Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV Tahun 2012, 
(Cipasung, 2012), hlm.80 
10 Anna Glasier dan Alisa Gebbie, Keluarga Berencana & Kesehatan Reproduksi, (Jakarta: 
Buku Kedkteran EGC, 2006), hlm.205 
11 Maryanto, Kepala Seksi Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Berkeluarga Berencana 
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak Sukoharjo, di kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak Sukoharjo, 21 Mei 2018, jam 10.00 – 11.00 WIB.  
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mengikuti KB vasektomi sebesar RP 2.000.000,00. Dana bantuan tersebut 
sebagai wujud pemerintah untuk menarik peminat vasektomi dan bantuan 
kepada keluarga peserta karena harus istirahat selama beberapa hari pasca 
operasi. Tahun 2017 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sukoharjo menargetkan 
100 pria ikut vasektomi. Sejak dikeluarkannya perintah berupa Peraturan 
Bupati Nomor 23 tahun 2017 tersebut sudah terdapat 6 pria yang mengikuti 
vasektomi di bulan Februari dan 7 pria di bulan Maret, hingga akhir tahun 2017 
sudah ada 82 pria yang mengikuti vasektomi12. Sementara jumlah total peserta 
KB aktif di Kabupaten Sukoharjo sebanyak 110.340 orang dengan jenis alat 
kontrasepsi yang beragam seperti suntik, pil, dan vasektomi13. Sedangkan 
23.269 orang peserta KB baru di tahun 2017. Sedangkan 2018 peserta dengan 
kontrasepsi vasektomi sebanyak 34 orang padahal jumlah KB aktif dengan 
berbagai macam kontrasepsi sebanyak 95.090 orang dan peserta KB baru 
dengan berbagai kontrasepsi sebanyak 20.214 orang. 
                                                          
12 Maryanto, Kepala Seksi Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Berkeluarga Berencana 
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak Sukoharjo, di kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak Sukoharjo, 21 Mei 2018, jam 10.00 – 11.00 WIB. 
13 R Bony Eko Wicaksono, “ Mau KB MOP di Sukoharjo? Pria Bisa Dapat Intensif Rp 2 
Juta” dikutip dari http://m.solopos.com/soloraya/read/20180406/490/mau-kb-mop-di-sukoharjo-
pria-bisa-dapat-intensif-rp2-juta diakses 22 Mei 2018 jam 21.00 WIB 
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Terdapat  beberapa hal negatif yang beredar di masyarakat, yaitu14 : 
penyesalan setelah vasektomi bagi laki-laki yang berusia dibawah 25 tahun, 
dibutuhkan waktu 1-3 tahun untuk benar-benar memastikan apakah vasektomi 
bisa bekerja efektif 100 persen atau tidak, adanya peluang tindak kejahatan 
seksual bagi peserta vasektomi15, keterpaksaan melakukan vasektomi karena 
membutuhkan uang untuk biaya hidup.16  
Oleh karena itu, alasan dan persepsi peserta KB vasektomi dalam 
keikutsertaannya mendukung program Bupati Sukoharjo perlu diteliti. Apakah 
mereka ikut serta karena desakan ekonomi, atau karena memang memiliki 
kepentingan dan sejalan dengan perbub tersebut. Bagaimana pula persepsi 
mereka tentang Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2017?. 
Bagaimana persepsi peserta vasektomi di Kabupaten Sukoharjo tentang Ijtima’ 
Ulama Indonesia tahun 2012 tentang vasektomi. 
 
                                                          
14 Detik Health, “Untung Rugi Vasektomi untuk Pria” dikutip dari 
https://m.detik.com/health/ibu-anak/d-1289053/untung-rugi-vasektomi-untuk-pria diakses 5 
Februari 2019 jam 09. 
15   Aswad Syam, “Saya Sudah Vasektomi, Ujar Pak Guru Sebelum Gauli Siswinya” 
dikutip dari  http://news.rakyatku.com/read/110043/2018/07/15/-saya-sudah-vasektomi-ujar-pak-
guru-sebelum-gauli-siswinya diakses 15 Mei 2019 jam 11.36 WIB 
16R Bony Eko Wicaksono, “ Mau KB MOP di Sukoharjo? Pria Bisa Dapat Intensif Rp 2 
Juta” dikutip dari http://m.solopos.com/soloraya/read/20180406/490/mau-kb-mop-di-sukoharjo-
pria-bisa-dapat-intensif-rp2-juta diakses 22 Mei 2018 jam 21.00 WIB 
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 Hal ini menjadi menarik untuk dijadikan bahan penelitian skripsi dengan 
judul: 
 “Persepsi Peserta Keluarga Berencana dengan Kontrasepsi Vasektomi 
Terhadap Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2017 Dan Ijtima 
Ulama Indonesia Tahun 2012 Tentang Vasektomi di Kabupaten 
Sukoharjo”. 
 
B.  Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, 
maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah, yaitu : 
1. Bagaimana persepsi peserta Keluarga Berencana dengan kontrasepsi 
vasektomi di Kabupaten Sukoharjo tentang Peraturan Bupati Nomor 23 
Tahun 2017 dan Ijtima’ Ulama Indonesia Tahun 2012? 
2. Apa faktor yang mempengaruhi persepsi peserta Keluarga Berencana 
dengan kontrasepsi vasektomi di Kabupaten Sukoharjo ? 
 
C.  Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui persepsi peserta Keluarga Berencana dengan 
kontrasepsi vasektomi di Kabupaten Sukoharjo tentang Peraturan Bupati 
Nomor 23 Tahun 2017 dan Ijtima’ Ulama Indonesia Tahun 2012. 
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi perbedaan persepsi peserta 
Keluarga Berencana dengan kontrasepsi vasektomi di Kabupaten 
Sukoharjo. 
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3.  Manfaat Penelitian 
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, umumnya 
adalah sebagai berikut : 
1. Manfaat teoritis 
a. Untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan   
Keluarga Berencana. 
b. Memberikan kontribusi bagi khasanah keilmuan tentang persepsi 
peserta Keluarga Berencana dengan kontrasepsi vasektomi di 
Kabupaten Sukoharjo. 
2. Manfaat praktis 
Memberikan pengetahuan dan gambaran mengenai bagaimana persepsi 
peserta terhadap KB vasektomi di Kabupaten Sukoharjo. 
 
4.  Kerangka Teori 
1. Persepsi dan Peserta 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan 
atau penerimaan langsung dari sesuatu, atau proses seseorang mengetahui 
beberapa hal melalui panca inderanya. Syarat terjadinya persepsi adalah 
adanya objek yang dipersepsi, adanya perhatian, adanya alat indera, Saraf 
sensorik sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak. Faktor-faktor 
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yang mempengarusi persepsi seseorang juga dibagi menjadi faktor internal 
dan faktor eksternal. 
Sedangkan pengertian peserta menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia adalah orang yang ikut serta atau yang mengambil bagian. 
2. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2017 
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2017 ini mengatur 
tentang pemberian dana bantuan sosial kepada peserta Medis Operasi Pria 
(vasektomi). Maksud dibuatnya perbub tersebut adalah sebagai wujud 
kepedulian kepada peserta Keluarga Berencana khususnya Medis Operasi 
Pria atau vasektomi. Pemberian bantuan tersebut bertujuan untuk 
mengoptimalkan kepesertaan Program Keluarga Berencana, dan untuk 
memberikan jaminan keberlangsungan kehidupan keluarga setelah suami 
sebagai kepala keluarga harus istirahat untuk beberapa hari karena 
melakukan vasektomi. 
Pada Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2017 berisikan 
mengenai ketentuan umum vasektomi di Kabupaten Sukoharjo; maksud dan 
tujuan diberikan bantuan sosial; kriteria besarnya bantuan sosial peserta 
vasektomi; penganggaran; tata cara pengajuan; pencairan, penyaluran, dan 
pertanggungjawaban; dan ketentuan penutup. 
3. Ijma’ Ulama Indonesia Tahun 2012 
Hasil keputusan Ijtima’ Ulama Indonesia merupakan salah satu 
pedoman dalam membentuk peraturan di Indonesia. Ijtima’ Ulama 
Indonesia telah mengeluarkab berbagai putusan mengenai problematika 
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yang berkembang di Indonesia, salah satunya vasektomi. Hasil putusan 
Ijma’ Ulama Indonesia khususnya keputusan tentang vasektomi telah 
difatwakan sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1979, 1983, 2009, dan 2012. 
Dari ke-empat fatwa tersebut, 3 fatwa sebelumnya menyatakan bahwa 
vasektomi haram. Namun, pada fatwa terakhir yaitu tahun 2012 menyatakan 
bahwa vasektomi diperblehkan dengan syarat tertentu. 
Pada penelitian ini, menggunakan fatwa Majelis Ulama Indonesia 
tahun 2012 sebagai fatwa yang melatar belakangi pembentukan Peraturan 
Bupati Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2017. Dalam hasil Ijtima’ Ulama 
Indonesia tahun 2012 tentang vasektomi membahas mengenai deskripsi 
masalah vasektomi, ketentuan hukum vasektomi, rekomendasi dari Majelis 
Ulama Indonesia, dan dasar penetapan vasektomi. 
 
5. Tinjauan Pustaka 
Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan “Tinjauan 
Maslahah Mursalah Terhadap Program Pemerintah Kabupaten Sukoharjo 
Tentang Kb Vasektomi adalah sebagai berikut : 
Jurnal yang ditulis Taat Wulandari yang merupakan staf pengajar 
jurusan pendidikan sejarah  FISE UNY tahun 2018 dengan judul “Persepsi 
dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Program Keluarga Berencana 
(Penelitian di Desa Panggungharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul)”. Dalam 
skripsi ini membahas tentang bagaimana perkembangan pelaksanaan 
kegiatan program Keluarga Berencana di Desa Panggungharjo, Kec. Sewon, 
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Kab. Bantul, bagaimana persepsi warga masyarakat desa terhadap program 
Keluarga Berencana dan, bagaimana bentuk-bentuk partisipasi masyarakat 
pada program Keluarga Berencana di Desa Panggungharjo, Kec. Sewon, Kab. 
Bantul. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa program Keluarga 
Berencana di Desa Panggungharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul dilaksanakan 
dengan baik dan atau bahkan telah menjadi tradisi masyarakat atau sudah 
terinternalisasi berdasarkan kesadaran masyarakat, terhadap program 
Keluarga Berencana, baik masyarakat, tokoh masyarakat, maupun para 
tenaga ahli kesehatan persepsinya adalah positif sehingga dalam hal 
berpartisipasinya juga cukup tinggi, dan hasil terakhir adalah bentuk 
partisipasi masyarakat terhadap program Keluarga Berencana terbatas pada 
pengertian dan pemahaman mereka tentang program Keluarga Berencana, 
masyarakat yang paling partisipatif adalah yang usia produktif. Sedangkan 
partisipasi puskesmas adalah memberikan pelayanan terhadap pelaksanaan 
program. Sementara tokoh masyarakat dan perangkat desa terbatas pada 
memberikan himbauan dan fasilitas desa untuk kegiatan penyuluhan 
Keluarga Berencana. 
Skripsi yang ditulis Anwar Mardhani dari jurusan Hukum Keluarga 
Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta tahun 2015 dengan judul 
“Relevansi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Keluarga 
Berencana Terhadap Program Keluarga Berencana (KB) Nasional ( Analisis 
Maqasid Asy Syari’ah) ”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang 
bagaimana  analisis fatwa MUI tentang KB, Analisis kebijakan pemerintah 
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dalam program KB Nasional, dan analisis relevansi MUI tentang KB dalam 
timbangan Maqasid Asy-Syariah. Hasil dari penelitian tersebut adalah MUI 
memperbolehkan KB dengan menggunakan metode analogi dan 
terpeliharanya anak dari segi kemampuan orang tua. Kemudian analisis 
pemerintah dalam program KB Nasional adalah untuk mewujudkan keluarga 
yang sejahtera pada masyarakat Indonesia yang berdampak pada aspek norma 
dan moral masyarakat agar sejahtera, angka kelahiran dapat diatur, angka 
kematian dapat dikendalikan, usia ideal untuk melakukan perkawinan, 
melahirkan dan jumlah ideal anak. Hasil analisis relevansi MUI tentang KB 
dalam timbangan Maqasid Asy-Syariah adalah melalui KB maka dapat 
memelihara jiwa, keturunan, agama dan harta keluarga yang melakukan KB. 
Skripsi yang ditulis oleh Fatkun Qorib jurusan Hukum Keluarga 
Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta tahun 2016 yang berjudul 
“Metode Instimbath Majelis Ulama Indonesia Dalam Fatwa Tentang 
Vasektomi”. Pada skripsi tersebut membahas tentang KB dengan cara 
vasektomi, dan metode yang digunakan MUI dalam menetapkan kebolehan 
KB  vasektomi dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2012. Hasil dari 
penelitian tersebut, vasektomi merupakan salah satu metode kontrasepsi 
dengan cara memotong dan mengikat saluran keluarnya sperma agar sperma 
tidak keluar dan membuahi sel telur. Metode memotong dan mengikat saluran 
keluarnya sperma merupakan kategori taghyir yang tidak dibenarkan secara 
syar;i kecuali ada kondisi tertentu yang mengharuskan adanya pemtongan. 
Kemudian metode yang digunakan MUI dalam menetapkan kebolehan 
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vasektomi adalah degan metode analisis. Menurut MUI setelah adanya 
keberhasian penyambungan kembali saluran sperma oleh ahli urologi 
Indonesia, vasektomi dinilai efektif sebagai salah satu metode KB. Dimana 
tujuan lainnya adalah menjaga keturunan agar tidak ada penelantaran anak, 
meskipun demikian vasektomi boleh dilakukan dengan syarat tertentu, dan 
harus ada jaminan vas deferens dapat disambungkan kembali. 
Dari ke tiga penelitian diatas maka, terdapat kekurangan kajian 
tentang Keluarga Berencana dengan vasektomi di Kabupaten Sukoharjo. 
Oleh karena itu peneliti membuat skripsi ini dengan judul: 
 “Maslahah Mursalah Mengenai Program Keluarga Vasektomi Di 
Kabupaten Sukoharjo”. 
 
6.  Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif 
lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif tipe 
yuridis normatif, yang dilakukan dalam kehidupan atau kenyataan 
sebenarnya. Yuridis normatif yaitu mengacu pada norma-norma yang 
terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma hukum 
yang ada dalam masyarakat17. 
2. Sumber Data 
                                                          
17 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.105 
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Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data 
yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari 
bahan pustaka18. 
a. Data Primer 
Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, 
baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk 
dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti bersangkutan19. 
Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai peserta KB vasektomi yang 
berada di Kecamatan Sukoharjo pada tahun 2017 dan 2018. Peneliti akan 
menggunakan sampel acak dari beberapa populasi di Kecamatan 
Sukoharjo. Populasi adalah keseluruhan atau sekumpulan unsur atau 
elemen yang menjadi objek penelitian20, yaitu seluruh peserta KB 
vasektomi yang berada di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2017 dan 
2018. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap 
mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian21. Sampel yang 
akan di ambil peneliti dengan cara acak yaitu peserta KB vasektomi 
berdasarkan kategori pekerjaan dan latar belakang pendidikan yang ada di 
Kecamatan Sukoharjo pada tahun 2017 dan 2018. Peneliti mengambil 6 
                                                          
18 Ibid.,hlm.106 
19 Ibid. 
20 Ibid.,hlm.98 
21 Ibid. 
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sampel yang terdiri dari 4 orang di tahun 2017 (karena dibagi menjadi 4 
tahap) dan 2 orang di tahun 2018 (tidak dibagi menjadi beberapa tahap).  
b. Data sekunder 
Data sekunder adalah data yang menyangkup dokumen-dokumen 
resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, 
dan seterusnya22. Diambil atau dikumpulkan dengan cara 
kepustakaan/studi pustaka dengan jalan mengumpulkan data seperti 
peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif yang 
memuat ketentuan pelaksanaan KB vasektomi, buku-buku usul fiqh, buku-
buku kesehatan, jurnal ilmiah dan internet yang berkaitan dengan 
vasektomi maupun Keluarga Berencana. Peraturan perundang-undangan 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Bupati Sukoharjo 
Nomr 23 Tahun 2017 dan Hasil Ijtima’ Ulama Indonesia tahun 2012. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara: 
a. Wawancara  
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang 
menggunakan pertanyaan lisan kepada subjek penelitian. Teknik 
wawancara dilakukan jika peneliti memerlukan komunikasi atau hubungan 
dengan informan. Teknik wawancara dapat dilakukan dengan tatap muka 
atau melalui telepon. 
                                                          
22 Ibid.,hlm.106 
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Wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara terstruktur, 
yaitu peneliti membuat rincian dari topik pertanyaan. Dengan subjek 
penelitian dan informannya peserta Keluarga Berencana dengan 
kontrasepsi vasektomi di Kecamatan Sukoharjo. Peserta yang akan 
diwawancarai sejumlah 6 orang. 4 orang merupakan peserta vasektomi di 
tahun 2017 dan 2 orang merupakan peserta vasektomi di tahun 2018. 
b. Dokumentasi  
Studi dokumentasi yaitu metode yang menyelidiki benda-benda 
tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, peraturan-
peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. 
Dalam hal ini yang dibutuhkan peneliti adalah data tentang peraturan 
yang mendasari KB vasektomi, jumlah penduduk yang mengikuti KB, 
dokumen peserta  KB vasektomi, dan dokumen yang berkaitan dengan 
penelitian. 
4. Teknik Analisis Data 
a. Metode Deskriptif 
Penelitian deskriptif dipusatkan pada masalah actual sebagaimana pada 
penelitian berlangsung. Pada metode deskriptif ini peneliti mencoba 
mendeskripsikan persepsi peserta Keluarga Berencana dengan kontrasepsi 
vasektomi. 
b. Metode Deduktif 
Metode deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dimulai 
dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus, dengan 
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menggunakan penalaran atau rasio23 diperoleh dari teori-teori hukum 
Islam, teori kesehatan, Peraturan Bupati Sukoharjo dan hasil Ijtima’ 
Ulama Indonesia yang berhubungan dengan persepsi Keluarga 
Berencana dengan kontrasepsi Vasektomi yang dilakukan di Kabupaten 
Sukoharjo. 
 
7. Sistematika Penelitian 
Penelitian ini terdiri menjadi lima bab. Setiap bab terdiri dari sub-sub 
pembahasan. 
BAB I PENDAHULUAN, yang terdiri dari latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, 
tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian. 
BAB II LANDASAN TEORI, yang terdiri dari teori persepsi dan 
peserta, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2017, dan Hasil Ijtima’ 
Ulama Tahun 2012. Teori-teori tersebut berfungsi untuk menganalisis data. 
BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN, yang terdiri dari uraian 
tentang peraturan perundangan yang mengatur tentang vasektomi, data peserta 
KB vasektomi,  hasil wawancara dengan peserta KB vasektomi yang akan 
dianalisis. 
                                                          
23 Lexy J. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 
2001), hlm.8. 
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BAB IV ANALISIS, yang terdiri dari uraian tentang analisa data 
penelitian, yaitu faktor yang mempengaruhi persepsi peserta Keluarga 
Berencana dengan kontrasepsi vasektomi di Kabupaten Sukoharjo,  analisis 
persepsi peserta Keluarga Berencana dengan kontrasepsi vasektomi di 
Kabupaten Sukoharjo ditinjau dari Peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2017 dan, 
persepsi peserta Keluarga Berencana dengan kontrasepsi vasektomi di 
Kabupaten Sukoharjo ditinjau dari hasil Ijtima’ Ulama Indonesia tahun 2012. 
BAB V PENUTUP, merupakan bab terakhir yang yang terdiri dari 
kesimpulan, dan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian ini. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Persepsi 
1. Pengertian Persepsi 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan atau 
penerimaan langsung dari sesuatu, atau proses seseorang mengetahui beberapa 
hal melalui panca inderanya. Sedangkan pengertian peserta menurut Kamus 
Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang ikut serta atau yang mengambil 
bagian (misalnya dalam kongres, seminar, lokakarya, penelitian, program 
pemerintah). Persepsi selalu berkaitan dengan pengalaman dan tujuan seseorang 
pada waktu terjadinya prses persepsi. Ia merupakan proses tingkah laku selektif, 
bertujuan, dan merupakan proses pencapaian makna, dimana pengalaman 
merupakan faktor penting yang menentukan hasil persepsi. 
Menurut Sugihartono, persepsi adalah kemampuan otak dalam 
menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang 
masuk ke dalam alat indera manusia.1 Persepsi manusia terdapat perbedaan 
sudut pandang dalam penginderaan. Ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik 
atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi 
tindakan manusia yang tampak nyata. 
                                                          
1 Hadi Suprapto Arifin, dkk, “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa 
UNTIRTA Tehadap Keberadaan PERDA Syariah di Kota Serang”, Jurnal Penelitian Komunikasi 
dan Opini Publik, (Bandung) Vol.21 No.1, Juli, 2017, hlm. 90 
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Menurut Bimo Walgito, persepsi merupakan sesuatu yang menunjukan 
aktivitas merasakan, menginterpretasikan dan, memahami objek, baik fisik 
maupun sosial.2 Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu 
dengan berbagai macam bentuk. Berdasarkan hal tersebut, perasaan, 
kemampuan berfikir, pengalaman-pengalaman yang dimiliki individu tidak 
sama, maka dalam mempersepsi sesuatu stimulus, hasil persepsi mungkin akan 
berbeda antar individu satu dengan individu lain. 
Menurut Solomon, persepsi sebagai proses dimana sensasi yang diterima 
oleh seseorang dipilah dan dipilih, kemudian diatur dan akhirya 
diinterpretasikan.3 Menurut Rakhmat, persepsi adalah pengalaman tentang 
objek, peristiwa, atau hubungan-hhubungan yang diperoleh dengan 
menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.4 
Setiap orang mempunyai kecenderungan dalam melihat benda yang sama 
dengan cara yang berbeda. Perbedaan tersebut bisa dipengaruhi oleh banyak 
faktor, diantaranya adalah pengetahuan, pengalaman dan, sudut pandangnya. 
Oleh karenanya, persepsi setiap individu akan berbeda-beda. 
 
2. Syarat Terjadinya Persepsi 
Menurut Sumaryo, syarat-syarat terjadinya persepsi adalah sebagai berikut: 
                                                          
2 Ibid  
3 Ibid  
4 Ibid  
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a. Adanya objek yang dipersepsi 
b. Adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan 
dalam mengadakan persepsi 
c. Adanya alat indera/ reseptor yaitu alat untuk menerima stimulus 
d. Saraf sensorik sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak, yang 
kemudian sebagai alat untuk mengadakan respon. 
3. Proses Pembentukan Persepsi 
a. Proses fisik, yaitu proses ditangkapnya stimulus oleh alat indera manusia. 
b. Proses fisiologis, proses diteruskannya stimulus yang diterima reseptor (alat 
indera) melalui saraf-safaf sensorik. 
c. Proses psikologis, yaitu proses timbulnya kesadaran individu tentang 
stimulus yang diterima reseptor. 
d. Hasil yang diperoleh dari proses persepsi, yaitu berupa tanggapan dan 
perilaku. 
4. Faktor Yang Memepengaruhi Persepsi 
Menurut Rakhmat, faktor yang mempengaruhi persepsi ditentukan oleh 
faktor fungsional dan faktor struktural.5 Faktor fungsional berasal dari 
kebutuhan, pengalaman masa lalu da hal lain yang termasuk dalam faktor 
personal. Sedangkan faktor struktral berasal dari sifat stimuli fisik dan efek-efek 
saraf yang ditimbulkannya pada sistem saraf individu. 
 
                                                          
5 Ibid, hlm.91 
24 
 
Sedangakan menurut Restiyanti Prasetijo, faktor-faktor yang mempengaruhi 
persepsi dapat dikelompokan dalam dua faktor utama, yaitu:6 
a. Faktor internal, meliputi: 
1) Pengalaman 
2) Kebutuhan  
3) Penilaian 
4) Ekspektasi/ pengharapan 
b. Faktor eksternal, meliputi: 
1) Tampakan luar 
2) Sifat-sifat stimulus 
3) Situasi lingkungan. 
Sedangkan menurut Toha, faktor-faktor yang memepengaruhi persepsi seseorang 
adalah sebagaai berikut:7 
a. Faktor internal: perasaan, sikap dan karakteristik individu, prasangka, keinginan 
atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik, gangguan 
kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, dan motivasi. 
b. Faktor eksternal: latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, 
pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, 
pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidak asingan suatu objek. 
 
                                                          
6 Ibid, hlm.92  
7 Ibid 
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B. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2017 
1. Tentang Pemberian Bantuan Sosial Peserta Keluarga Berencana 
Medis Operasi Pria 
Dalam rangka mengoptimalkan kepesetaan Program Keluarga 
Berencana khususnya Medis Operasi Pria atau vasektomi agar sesuai yang 
diharapkan, maka perlu diberikan bantuan sosial kepada peserta 
vasektomi. Dibuatnya peraturan bupati tersebut adalah sebagai acuan  bagi 
pemerintah daerah dalam memberikan bantuan. 
2. Tujuan  Diberikan Bantuan Sosial  
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 
2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga  
pasal 21 ayat 2,tujuan KB yaitu :8 
a. Mengatur kehamilan yang diinginkan; 
b. Menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi dan 
anak; 
c. Meningkatkan akses dan kualitas informasi, pedidikan, konseling, dan 
pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; 
d. Meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek keluarga 
berencana; dan  
e. Mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan 
jarak kehamilan. 
                                                          
8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan 
Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga 
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Berdasarkan hal tersebut, untuk mendukung tercapainya tujuan 
Keluarga Berencana di Indonesia maka tujuan pembentukan Peraturan 
Bupati Nomor 23 Tahun 2017 juga harus sejalan. Didalam perbub 
dijelaskan bahwa tujuan pemberian dana bantuan sosial adalah sebagai 
wujud kepedulian terhadap peserta Keluarga Berencana khususnya 
vasektomi; untuk mengoptimalkan kepesertaan KB vasektomi; dan untuk 
memberikan jaminan keberlangsungan hidup kepada suami pasca 
vasektomi. 
3. Kriteria Dan Besarnya Bantuan Sosial Peserta Keluarga Berencana 
Vasektomi 
a. Kriteria peserta Keluarga Berencana vasektomi yang menerima 
bantuan sosial: 
1) Calon peserta dalam pernikahan yang sah, harmonis, dan termasuk 
Pasangan Usia Subur (PUS). 
2) Minimal memiliki 2 orang anak, jika hanya 2 rang anak maka anak 
terkecil harus berusia 2 tahun. 
3) Anak dalam keadaan sehat fisik dan mental. 
4) Usia istri lebih dari 25 tahun. 
5) Suami telah melakukan vasektomi. 
b. Besarnya bantuan sosial yang diberikan kepada peserta Keluarga 
Berencana vasektomi sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). 
 
 
27 
 
4. Penganggaran Dan Cara Pengajuan Bantuan  
Pemberian dana bantuan sosial bersumber dari dana Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo. Tata cara 
pengajuan bantuan adalah sebagai berikut:  
a. Peserta mengajukan permohnan bantuan kepada Bupati melalui Dinas 
PPKB dan P3A (Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). 
b.  Melampirkan syarat lain, yaitu: 
1) Fotocopy KTP dan KK 
2) Fotocopy lembar Persetujuan Tindakan Medik 
3) Fotocopy kartu status peserta KB 
4) Fotocopy kartu peserta KB 
c. Pengajuan permohonan paling lambat 30 hari setelah vasektomi. 
d. Kepala Dinas PPKB dan P3A (Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) 
wajib meneliti keabsahan permohonan, 
e. Kepala Dinas PPKB dan P3A (Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) 
berhak menolak maupun menerima. 
f. Kepala Dinas PPKB dan P3A (Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) 
mengajukan daftar penerima bantuan kepada Kepala BKD (Badan 
Keuangan Daerah) untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
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C. Ijtima’ Ulama Indonesia Tahun 2012 Tentang Vasektomi 
1. Definisi Kontrasepsi Vasektomi 
Vasektomi yang disebut juga dengan Medis Operasi Pria adalah metode 
sterilisasi dengan cara mengikat atau memotong saluran sperma.9  Pengertian 
lain adalah tindakan pengikatan dan atau memotong saluran sperma kanan dan 
kiri sehingga saat ejakulasi cairan mani yang keluar tidak lagi mengandung sel 
sperma, tujuannya agar tidak terjadi kehamilan.10  
 
Gambar diambil dari 
https://cdn.sindonews.net/dyn/620/content/2013/02/25/25/721333/AbZNCKgPx
u.jpg 
 
Tidakan vasektomi lebih ringan dari khitan, operasi yang dilakukan sekitar 10-15 
menit. 
                                                          
9 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pemberian Bantuan Sosial Peserta 
Keluarga  Berencana Medis Operasi Pria, pasal 1 ayat 6 
10Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, Buku Saku KB Pria, (Semarang :2018), hlm. 1 
29 
 
2. Persyaratan Vasektomi 
Syarat menjadi peserta vasektomi adalah suami dari pasangan usia subur 
(PUS) yang tidak ingin menambah jumlah anak, dengan terpenuhinya syarat 
sebagai berikut: 
a. Sukarela 
Calon peserta vasektomi harus mendapatkan konseling secara jelas dan 
benar tentang KB vasektomi baik tatacara vasektomi, dampak yang muncul 
akibat KB vasektomi, kekurangan dan kelebihan vasektomi, serta persetujuan 
tindakan kedokteran yang diberikan leh pasien/ keluarga terdekat pasien 
setelah mendapat penjelasan lengkap dari dokter dan tanpa paksaan. 
b. Bahagia 
1) Terikat dalam perkawinan yang sah 
2) Mendapat persetujuan dari istri/keluarga 
3) Jumlah anak hidup minimal dua orang, jika anak hanya dua orang maka 
usia anak terkecil minimal berumur 5 tahun. 
4) Umur istri sekurang-kurangnya 25 tahun. 
c. Sehat 
Calon peserta memenuhi persyaratan kesehatan dan tidak ada penyakit 
yang nantinya dapat memperburuk kesehatan karena KB vasektomi yang 
dilakukan. Penderita penyakit yang tidak boleh melakukan vasektomi adalah 
pria yang menderita penyakit pembekuan darah (hemofilia), pria yang 
keadaan jiwanya tidak stabil, pria yang memiliki tanda-tanda radang pada 
buah zakar (epididimis), turun berok (hernia), kelainan akibat cacing tertentu 
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(filariasis), darah tinggi, kencing manis, penyakit paru-paru serta, penyakit 
jantung. 
3. Kekurangan dan Kelebihan Kontrasepsi Vasektomi 
a. Kelebihan : 
1) Sangat efektif untuk mencegah kehamilan. 
2) Tidak ada mortalitas (kematian). 
3) Morbiditas (kesakitan) rendah. 
4) Biaya lebih murah, karena hanya membutuhkan satu kali tindakan saja. 
5) Prosedur medis dilakukan hanya 10-15 menit. 
6) Tidak mengganggu hubungan seksual setelah vasektomi. 
7) Aman. 
b. Kekurangan : 
1) Memungkinkan terjadi komplikasi seperti pendarahan, nyeri dan, infeksi 
karena dilakukan dengan tindakan medis/pembedahan. 
2) Tidak melindungi terhadap infeksi menular seksual (IMS) termasuk HIV 
(Human Immunodeficiency Virus) dan AIDS (Acquired Immuno 
Deficiency Syndrome). 
3) Peserta harus menggunakan kondom selama 20 kali senggama atau tiga 
bulan setelah divasektomi. 
4) Pada orang yang mempunyai problem psikologis dalam hubungan seksual 
dapat menyebabkan keadaan semakin tergaggu. 
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4. Pandangan Majelis Ulama Indonesia Tentang Keluarga Berencana Dengan 
Kontrasepsi Vasektomi 
Majelis Ulama Indonesia pusat mengeluarkan fatwa tentang vasektomi, 
yaitu tahun 1979, 1983, 2009 dan, 201211. Pada tahun 1979 MUI mengharamkan 
vasektomi dengan alasan vasektomi dianggap sebagai pemandulan, dimana 
pemandulan dilarang oleh agama dan, di Indonesia belum dapat dibuktikan 
bahwa vasektomi dapat disambung kembali. Pada tahun 1983 MUI juga 
mengharamkan dengan alasan vasektomi merupakan usaha pengikatan atau 
pemotongan saluran benih pria  (vas deferens) sehingga tidak dapat menghamili 
istri, hal tersebut bertentangan dengan Hukum Islam kecuali untuk menghindari 
penyakit atau menyelamatkan jiwa calon ibu maupun janinnya. Selain itu, MUI 
juga menganjurkan pemerintah untuk melarang pelaksanaan vasektomi, 
tubectomi, aborsi bagi umat Islam serta meningkatkan kewaspadaan terhadap 
penyalahgunaan alat-alat kontrasepsi yang ada kemungkinan dipergunakan 
untuk perbuatan maksiat. Kemudian tahun 2009, MUI memberikan fatwa haram 
lagi tentang vasektomi dengan alasan pemotngan vas deferens dapat 
menyebabkan kemandulan tetap dan, upaya rekanalisasi (penyambungan 
kembali) tidak menjamin pulihnya tingkat kesuburan kembali yang 
bersangkutan. Dan pada tahu 2012  MUI memberikan fatwa yang berbeda 
mengenai vasektomi dari 3 fatwa sebelumnya yang mengharamkan vasektomi, 
                                                          
11Muhyidin, “Fatwa MUI tentang Vasektomi, Tanggapan Ulama dan Dampaknya terhadap 
Peningkatan Medis Operasi Pria (MOP)”. Al-Ahkam, (Semarang) Vol 24 Nomor.1, 2014, hlm.78-
79 
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pada tahun 2012 MUI membolehkan vasektomi dengan syarat tertentu. 
Syaratnya adalah untuk tujuan tidak menyalahi syariat, tidak menimbulkan 
kemandulan permanen, ada jaminan dapat dilakukan rekanalisasi sehingga alat 
reproduksi dapat berfungsi seperti semula, tidak menimbulkan bahaya (madarat) 
dan, tidak dimasukkan ke dalam program dan kontrasepsi mantap (tindakan 
untuk membatasi keturunan dalam waktu yang tidak terbatas yang atas 
permintaan suami isteri secara mantap dan sukarela).12  
 
5. Tanggapan Ulama Yang Tidak/ Kurang Setuju Dengan Kontrasepsi 
Vasektomi 
Meskipun fatwa MUI tahun 2012 menyatakan pelaksanaan KB vasektomi 
diperbolehkan, tetapi terdapat ulama yang tidak ataupun kurang setuju terhadap 
fatwa tersebut dengan alasan:13 
a. Masalah vasektomi tidak ada dalil yang langsung menghalalkan maupun 
mengharamkan. Sehingga terdapat perbedaat pendapat dalam ijtihad para 
ulama. 
b. Menurut putusan muktamar NU ke-28 di Yogyakarta memutuskan bahwa: 
“Penjarangan kelahiran melalui cara apapun tidak dapat diperkenankan jika 
                                                          
12 Himpunan Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV Tahun 2012, 
(Cipasung, 2012), hlm.80 
13 Muhyiddin, “Fatwa MUI Tentang Vasektomi, Tanggapan Ulama dan Dampaknya 
terhadap Peningkatan Medis perasi Pria (MOP)”, Jurnal Al-Ahkam, (Semarang), Vol. 24 Nomor 
1, 2014, hlm.85 
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mencapai batas mematikan fungsi keturunan secara mutlak. Karenanya 
sterilisasi yang diperkenankan hanyalah yang bersifat dapat dipulihkan 
kembali kemampuan berketurunan dan tidak dapat merusak atau 
menghilangkan bagian tubuh yang berfungsi”. Rujukan yang menguatkan 
pendapat ini adalah kitab Hasyiyah al-Bujuri ‘ala Fath al-Qarib:14 
ا فِ َُهرْكُي َف ِهِلْصَأ ْنِم ُهَُعطْق َي ْوَأ َلَْبْلْا ُء ىِطْب ُي ْيِذَّلا َء ْيي َّشا َِةأْرَمْلا ُل اَمْعِتْسا َكِل َذََكو َلَوُْلْ
 ِن اَّثلا ْفِ ُمَرُْيَُو 
Artinya : “Begitu pula menggunakan obat yang menunda atau memutus 
kehamilan sama sekali (sehingga tidak hamil selamanya), maka dimakruhkan 
dalam kasus pertama dan diharamkan dalam kasus kedua”. 
c. Dikalangan fuqaha ada kecenderungan menghukumi mubah selama bersifat 
mengatur kelahiran atau menjarangkan kelahiran. Dan mereka menghukumi 
haram jika bersifat membatasi jumlah anak dengan menghentikan kehamilan. 
Jika dilihat dilapangan, maka yang ditemukan selalu bersifat membatasi 
jumlah anak dengan menghentikan kehamilan. Sedangkan vasektomi 
termasuk menghentikan kehamilanyang permanen, meskipun secara teori 
dapat dikembalikan (rekanalisasi), karena yang melakukan rekanalisasi pasti 
sangat sedikit, yang yang berhasil dibuktikan baru satu,di Surabaya. 
                                                          
14 Z Mubarak, “Analisis Keputusan Muktamar Nadhatul Ulama ke-28 Tentang Vasektom”i, 
Skripsi diterbitkan digilib.uinsby.ac.id, Surabaya. 2015. Hlm.67 
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d. Dalil tentang perintah menikah untuk tanasul atau  menganjurkan mengawini 
wanita yang mampu beranak itu lebih kuat dan lebih jelas. Oleh karena itu, 
fatwa MUI tentang menghentikan fungsi tanasul menjadi kontroversi. 
e. Adanya dua illat hukum yang menjadi pertimbangan utama, pertama: terjadi 
perbuatan mengubah ciptaan Allah berupa memotong saluran spermatozoa 
atau vas deferens. Kedua: keberhasilan rekanalisasi untuk menyambung 
kembali saluran yang dipotong sehingga mengembalikan fungsi reproduksi, 
belum sampai pada tingkat spekulasi berdasarkan teori kedokteran.  
Meskipun ada bukti nyata, jumlahnya belum signifikan untuk dijadikan 
faktor perubahan illat yang dapat berakibat berubahnya hukum, tetapi hal 
tersebut sejalan dengan kaidah ushul: 
َ ااًم َدَعَو اًدْوُجُو ِةَلِعْلا َعَم ُرْوَُدي ُمُْكْلْ  
“Hukum itu berputar beserta ‘illatnya, baik dari sisi wujudnya maupun ketiadaan 
‘illatnya”. 
 
6. Rekomendasi Majelis Ulama Indonesia 
Di dalam hasil keputusan Ijtima’ Ulama Indonesia tahun 2012, Majelis 
Ulama Indonesia merekomendasikan beberapa hal mengenai vasektomi, yaitu: 
a. Pemerintah tidak boleh mengkampanyekan vasektomi secara terbuka, 
umum dan massal sebagai salah satu alat kontrasepsi untuk masyarakat. 
Hanya diperbolehkan untuk orang-orang tertentu yang memenuhi 
persyaratan 
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b. Pemerintah harus melakukan sosialisasi secra baik, ibjektif dan transparan 
tentang manfaat dan bahaya vasektomi, termasuk biaya yang mahal jika 
ingin melakukan rekanalisasi. 
c. Pemberian edukasi kepada masyarakat untuk bertanggungjawab terhadap 
keluarga, kewajiban menyiapkan keturunan yang sehat, unggul, kuat, 
berpendidikan. 
d. Pemerintahharus mengawasi prnggunaan vasektomi untuk hal legal, untuk 
mengatur keturunan bukan untuk pembatasan keturunan. 
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BAB III 
DESKRIPSI DATA PENELITIAN 
 
A. Kondisi Geografis 
1. Letak dan Luas Wilayah Kabupaten Sukoharjo 
Kabupaten Sukoharjo terletak antara 110o  42’ 6’’- 110o 57’ 33” 
bujur timur dan 7o 32’ 17” – 7o 49’ 32” lintang selatan. Luas wilayah 
Kabupaten Sukoharjo mencapai 46.666 ha atau sekitar 1,43 % dari luas 
Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan terluas di Kabupaten Sukoharjo adalah 
Kecamatan Polokarto yang berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar, 
yaitu seluas 62,18 km2. Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Kartasura, 
dengan luas 19,23 km2. 
Batas wilayah Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut: 
- Timur  : berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar. 
- Selatan : berbatasan denganKabupaten Gunung Kidul (Daerah 
Istimewa Yogyakarta) dan Kabupaten Wonogiri. 
- Barat : berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten 
Boyolali. 
- Utara : berbatasan dengan Kota Surakarta dan Kabupaten 
Karanganyar. 
Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu dari 35 Kabupaten di 
Provinsi Jawa Tengah. Sukoharjo juga merupakan salah satu Kabupaten 
dari 7 Kabupaten di Karesidenan Surakarta. Kabupaten Sukoharjo terdiri 
dari 12 kecamatan yaitu: Kecamatan Baki, Kecamatan Bendosari, 
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Kecamatan Bulu, Kecamatan Gatak, Kecamatan Grogol, Kecamatan 
Kartasura, Kecamatan Mojolaban, Kecamatan Nguter, Kecamatan 
Polokarto, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatantawangsari dan, 
Kecamatan Weru. 
Adapun peta Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut:  
 
Sumber data : http://portal.sukoharjokab.go.id/wp-content/uploads/2018/01/peta-
sukoharjo.jpg 
 
B. Demografis  
1. Kependudukan  
Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Sukoharjo semester I tahun 2017, Kabupaten Sukoharjo 
berpenduduk 893.914 jiwa yang terdiri dari 449.598 jiwa berjenis kelamin 
laki-laki dan 444.316 jiwa berjenis kelamin perempuan. Adapun diagram 
penduduk Kabupaten Sukoharjo dan rincian penduduk berdasarkan 
kecamatan di Kabupaten Sukoharjo yaitu sebagai berikut: 
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Sumber data: http://sukoharjokab.go.id/laporan_kependudukan/ 
Kabupaten Sukoharjo terdiri atas 12 kecamatan, yaitu Kecamatan 
Weru, Kecamatan Bulu, Kecamatan Tawangsari, Kecamatan Sukoharjo, 
Kecamatan Nguter, Kecamatan Bendosari, Kecamatan Polokarto, 
Kecamatan Mojolaban. Kecamatan Grogol, Kecamatan Baki, Kecamatan 
Gatak, Kecamatan Kartasura. 
  
 
 
 
 
 
 
Sumber data: http://sukoharjokab.go.id/laporan_kependudukan/ 
 
 
 
Data Kependudukan Kabupaten Sukoharjo 
No Kecamatan 
Laki-
Laki Perempuan Jumlah 
1 WERU 29921 29774 59695 
2 BULU 20233 19369 39602 
3 TAWANGSARI 28058 27408 55466 
4 SUKOHARJO 46798 46366 93164 
5 NGUTER 28569 27851 56420 
6 BENDOSARI 31725 31353 63078 
7 POLOKARTO 42280 41589 83869 
8 MOJOLABAN 44317 44185 88502 
9 GROGOL 61073 60137 121210 
10 BAKI 35784 35354 71138 
11 GATAK 26338 26267 52605 
12 KARTASURA 54502 54663 109165 
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2. Pendidikan  
Pendidikan di Kabupaten Sukoharjo cukup beragam, dibawah ini 
merupakan data penduduk Kabupaten Sukoharjo berdasarkan 
pendidikannya:  
 
Dengan adanya keberagaman pendidikan penduduk Kabupaten 
Sukoharjo mulai dari SD, SLTP, SLTA, Diploma I, Diploma III, 
Diploma IV/ Strata I, Strata II, Strata III maka setiap orang akan 
memiliki persepsi yag berbeda-beda dalam memandang suatu kebijakan 
pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Dapat dilihat bahwa penduduk 
Kabupaten Sukoharjo yang tidak atau belum sekolah terbanyak adalah 
Kecamatan Grogol. Pendidikan tertinggi adalah strata III, dimana 
penduduk terbanyak yang mampu berpendidikan sampai strata III 
adalah Kecamatan Kartasura. Letak Kecamatan Kartasura yang strategis 
dan dekat dengan univertas mengakibatkan penduduk sekitar merasa 
perlu berpendidikan setinggi mungkin. 
3. Keluarga Berencana 
Peserta Keluarga Berencana aktif adalah akseptor (orang yang 
mengikuti pelaksanaan program KB) yang pada saat ini sedang 
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memakai alat maupun obat kontrasepsi untuk menjarangkan kehamilan 
atau mengakhiri kesuburan dan masih terlindungi oleh kontrasepsi. 
 
Sumber data: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 
Sukoharjo 
 
 
Sedangkan data peserta Keluarga Berencana aktif di Kabupaten 
Sukoharjo pada tahun 2018 adalah sebagai berikut: 
 
Sumber data: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 
Sukoharjo 
 
Dari data diatas, PUS (Peserta Usia Subur) di tahun 2017 
sebanyak 149.292 orang, tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 
sebanyak 139.987 orang. Pada peserta KB yang menggunakan alat 
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kontrasepsi dari 2017 hingga 2018 rata-rata mengalami penurunan, 
mulai dari penggunaan kontrasepsi IUD, MOW, MOP, Implan, suntik 
dan, pil. Sedangkan penggunaan alat kontrasepsi yang mengalami 
kenaikan adalah penggunaan kontrasepsi kondom, meskipun 
kenaikannya hanya 47 orang. Jika ditinjau dari dua tabel tersebut, pada 
2018 penduduk yang bukan peserta KB bertambah. Rata-rata jumlah 
penduduk yang tidak KB di tahun 2018 mengalami kenaikan sekitar 
2000-an orang, baik dengan alasan IAT (Ingin Anak Tunda), IAS (Ingin 
Anak Secepatnya) maupu TIAL (Tidak Ingin Punya Anak Lagi).  
Dibawah ini, terdapat data KB baru (peserta yang baru pertama 
kali menggunakan metode kontrasepsi, termasuk mereka yang pasca 
keguguran dan sudah melahirkan) komulatif  Kabupaten Sukoharjo 
yaitu: 
 
Sumber data: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 
Sukoharjo 
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Sumber data: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 
Sukoharjo 
 
Dari data tersebut, PPM (Perkiraan Permintaan Masyarakat) 
untuk KB di setiap kecamatan mengalami penurunan hampir 50%, tahun 
2017 diperkirakan kebutuhan KB mencapai 44.942 sedangkan di 2018 
hanya 23.247. Kontrasepsi KB yang memiliki peminat tertinggi pada 
tahun 2017  adalah KB dengan kontrasepsi suntik, kemudian diposisi 
kedua dengan kontrasepsi pil, implan, kondom, IUD, MOW, yang 
terakhir adalah MOP. Di tahun 2018 peminat tertinggi juga dengan 
kontrasepsi Suntik kemudian pil, IUD, implan, Kondom, MOW dan 
yang paling sedikit adalah MOP.  
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C. Keluarga Berencana Vasektomi  
Dari data tersebut diatas dapat diketahui pada tahun 2017 dan 2018 
Keluarga Berencana dengan kontrasepsi MOP (Medis Operasi Pria) atau yang 
disebut dengan vasektomi memiliki peminat paling sedikit. Dengan adanya 
stimulan berupa uang Rp 2.000.000,00 yang diberikan pemerintah Kabupaten 
Sukoharjo maka mulai muncul peminat KB vasektomi. Untuk mengetahui 
alasan dan persepsi para peserta vasektomi yang telah bersedia mendukung 
program pemerintah Kabupaten Sukoharjo ini maka, peneliti mencari beberapa 
narasumber yang dapat memberikan informasi. Dikarenakan pada tahun 2017 
pemerintah Kabupaten Sukoharjo membagi program KB vasektomi ini 
menjadi 4 tahap maka, peneliti mengambil satu narasumber sebagai perwakilan 
dari setiap tahap. Tahap pertama dimulai dari bulan Januari sampai dengan 
bulan Maret, tahap kedua bulan April sampai dengan bulan Juni, tahap ketiga 
dimulai dari bulan Juli sampai dengan bulan September dan, tahap ke empat 
dimulai dari bulan Oktober sampai dengan Desember. Pada tahun 2018 terjadi 
penurunan minat KB dengan kontrasepsi vasektomi/ MOP dan pada tahun 
2018 hanya ada satu tahap, dimana pengajuan dana bantuan sebesar Rp 
2.000.000,00 kepada Bupati pada bulan Desember. Untuk operasi vasektomi, 
pemerintah Kabupaten Sukoharjo bekerjasama dengan Klinik Sang Timur, 
Klaten. 
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Sesuai dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2017 
tentang pemberian dana bantuan sosial kepada peserta vasektomi, syarat untuk 
melakukan vasektomi adalah:1 
1. Calon peserta terikat perkawinan yang sah, harmonis dan merupakan PUS 
(Peserta Usia Subur);  
2. Telah mempunyai anak hidup sekurang-kurangnya 2 orang dan jika anak 
hanya 2 orang maka umur anak terkecil minimal telah 2 tahun; 
3. Anak yang dimiliki dalam keadaan sehat fisik dan mental; 
4. Umur istri telah lebih dari 25 tahun; dan 
5. Telah dilakukan MOP (untuk pencairan dana bantuan sosial Rp 
2.000.000,00) 
 
Tata cara pengajuan dana bantuan sosial pasca MOP: 
1. Peserta MOP mengajukan permohonan bantuan sosial kepada Bupati 
Sukoharjo melalui Kepala Dinas PPKBP3A (Pengendalian Penduduk, 
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak); 
2. Melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk, fotocopy Kartu Keluarga, 
fotocopy lembar Persetujuan Tindakan Medik Pelayanan Kontrasepsi, 
fotocopy kartu status peserta Keluarga Berencana, fotocopy kartu peserta 
Keluarga Berencana; 
3. Pengajuan paling lambat 30 hari setelah operasi; 
                                                          
1  Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Sosial 
Peserta Keluarga Berencana Medis Operasi Pria, 2017, Sukoharjo. 
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4. Kepala Dinas PPKBP3A (Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) berkewajiban meneliti 
kebenaran dan keabsahan permohonan; 
5. Kepala Dinas PPKBP3A (Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) mengajukan daftar 
penerima bantuan sosial untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati; 
6. Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial kepada 
peserta Keluarga Berencana dengan Keputusan Bupati; 
7. Pencairan dana bantuan sosial melalui pembukaan rekening Bank Jateng. 
Berikut ini, peneliti deskripsikan hasil penelitian. Terdapat 6 
narasumber yang sudah peneliti wawancarai yaitu 4 orang dimana masing-
masing mewakili 4 tahap di tahun 2017, 2 orang yang melakukan vasektomi 
di tahun 2018. Sesuai adab penelitian maka keenam narasumber akan 
dituliskan dengan inisial, yaitu: Bapak SY yang beralamat di Kecamatan 
Sukoharjo, Bapak SN yang beralamat di Kecamatan Bulu, Bapak EM yang 
beralamat di Kecamatan Bulu, Bapak ST yang beralamat di Kecamatan 
Sukoharjo, Bapak TH yang beralamat di Kecamatan Sukoharjo dan Bapak 
AW yang beralamat di Kecamatan Kartasura. 
 Narasumber pertama adalah Bapak SY yang beralamat di 
Combongan RT 03 RW 01, Combongan, Sukoharjo. Riwayat pedidikan 
terakhir SMP dan bekerja sebagai buruh serabutan yang memiliki 
tanggungan 1 orang istri bernama Ibu SY dan 3 orang anak. Anak pertama 
dari pasangan ini sedang mengenyam pendidikan di kelas 3 di sebuah 
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Sekolah Menengah Kejuruan Swasta di Kabupaten Sukoharjo, anak ke dua 
kelas 1 Sekolah Menengah Kejuruan dan, anak ke tiga berseklah di Taman 
Kanak-Kanak terdekat.  Saat melakukan wawancara dengan Bapak SY,  istri 
Bapak SY juga mendampingi dan mengobrol bersama kami. Peneliti 
mewawancarai menggunakan Bahasa Indonesia dikarenakan Bapak SY 
berasal dari Depok, Jawa Barat sehingga tidak terlalu mengerti Bahasa 
Jawa. Dijelaskan bahwa Bapak SY melakukan KB vasektomi pada usia 47 
tahun dan istri pada saat itu berusia 37 tahun. Informasi tentang vasektomi 
didapat dari penyuluhan yang dilakukan oleh bidan atas rekomendasi dari 
kadus setempat. Setelah berunding selama 1 minggu dengan istri, akhirnya 
terjadi mufakat bahwa Bapak SY bersedia  melakukan vasektomi. 
Menurutnya vasektomi ini sangat mampu memberikan solusi dikarenakan 
faktor ekonomi yang terkadang kurang, kerja yang hanya serabutan dan, 
harga kebutuhan semakin tinggi membuatnya takut tidak dapat membiayai 
anak-anaknya kelak. Meskipun demikian, sumber pendapatan lain didapat 
dari sang istri yang bekerja sebagai karyawati sebuah pabrik yang cukup 
terkenal di Kabupaten Sukoharjo. Pasca operasi dilakukan, aktivitas selama 
1 minggu dikurangi untuk menjaga agar tidak terjadi pembengkakan atau 
hal buruk lainnya. Tidak ada perubahan yang terjadi baik saat berhubungan 
seksual maupun secara kesehatan, bahkan beliau mengaku lebih tenang 
perasaan dan fikirannya. Sang istri juga mengaku lebih senang karena 
dahulu ketika istri yang melakukan KB dengan kontrasepsi suntik sering 
mengalami pegal-pegal dan menstruasi tidak lancar. Pemberian stimulan Rp 
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2.000.000,00 diberikan 5-6 bulan pasca vasektomi melalui pembuatan 
rekening di Bank Jateng setempat. Stimulan tersebut digunakan untuk 
membantu membiayai hidup sehari-hari sekeluarga. Beliau juga 
menyatakan sangat senang dengan adanya Peraturan Bupati Nomr 23 Tahun 
2017 karena dapat membantu kebutuhan hidupnya. 
Narasumber kedua adalah Bapak  TH, beliau memiliki 3 orang anak, 
anak pertama kelas 2 SMK, kelas 2 SMP, dan kelas 4 SD. Beliau 
mengetahui vasektomi dari istrinya saat PKK (Pemberdayaan 
Kesejahteraan Keluarga) dijelaskan mengenai vasektomi, akhirnya 
keduanya berminat. Untuk persyaratan sama seperti peserta lain. Saat 
vasektomi usia Bapak TH 43 tahun. Pekerjaannya sebagai tukang kayu di 
rumah, saat wawancara dengan beliau pun ada pengunjung yang sedang 
memesan untuk dibuatkan meja, hasil buatan bapak TH cukup bagus dan 
harga terjangkau. Sebelumnya ada rasa takut sebelum dijelaskan lebih lanjut 
oleh petugas penyuluh kecamatan setempat. Latar belakang vasektomi 
adalah karena anaknya sudah 3, sudah bertambah tua takutnya nanti tidak 
bisa membiayai anak. Perbedaan sebelum dan sesudah vasektomi secara 
fisik dan kesehatan tidak ad, hanya saja perasaan lebih nyaman dan tidak 
was-was. Pandangan Bapak TH tentang vasektomi jika dipandang dari 
sudut pandang Islam adalah takut, tetapi karena Majelis Ulama Indonesia 
sudah menyatakan boleh maka beliau tidak takut lagi. Adanya perbub juga 
menambah keyakinan beliau untuk melakukan vasektomi. Menurut beliau, 
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memang diperlukan perbub tersebut agar masyarakat lebih percaya dan 
merasa aman dengan program pemerintah tersebut. 
Narasumber tahap ketiga adalah Bapak EM . Beliau merupakan 
pegawai negeri sipil di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) 
Kabupaten Sukoharjo. Ketika dilakukan wawancara antara peneliti dan 
narasumber  ketiga, peneliti dan narasumber menggunakan bahasa 
Indonesia dan bahasa Jawa, suasana wawancara juga nyaman dan diselingi 
dengan bercanda. Beliau menikah tahun 2007 dan dikaruniai 2 orang anak, 
satu perempuan dan satu laki-laki. Anak pertamanya seorang perempuan 
berumur 11 tahun dan adiknya seorang laki-laki berumur 6 tahun. Perbedaan 
usia antara anak pertama dengan anak kedua memang direncanakan berjarak 
3-4 tahun atau lebih. Karena beliau bekerja di Dinas Pengendalian 
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak (DPPKBP3A) maka beliau tahu informasi mengenai 
vasektomi. Beliau menjelaskan bahwasannya di tahun 2013, penyuluh 
Keluarga Berencana harus mencapai target berupa 1 orang setiap kecamatan 
sebagai peserta vasektomi. Akan tetapi, penyuluh tidak mampu memenuhi 
target sehingga, pada tahun 2017 pemerintah memeberikan stimulan sebesar 
Rp 2.000.000,00 kepada peserta vasektomi yang diatur dalam Peraturan 
Bupati Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2017. Beliau juga menjelaskan syarat 
untuk dapat melakukan vasektomi, yaitu: istri harus dalam keadaan PUS 
(Peserta Usia Subur), telah mempunyai anak hidup sekurang-kurangnya 2 
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orang dimana yang terkecil minimal 2 tahun, anak yang dimiliki dalam 
keadaan sehat fisik dan mental, umur isteri lebih dari 25 tahun. Alur 
pendaftarannya melalui Dinas Penyuluhan Keluarga Berencana yang berada 
di kecamatan masing-masing kemudian, dari dinas akan mengantarkan 
peserta ke klinik yang akan dilakukan vasektomi sesuai dengan tanggal yang 
ditentukan dinas, setelah operasi maka menunggu untuk pencairan dana 
bantuan dari bupati. Saat ditanya mengenai alasan mengapa beliau mau 
melakukan KB vasektomi adalah karena kasihan kepada istrinya. 
“lha gimana ya mbak, saya itu pertama juga takut. Tapi 
karena saya kasihan sama isteri saya ya akhirnya saya mau. 
Meskipun saat itu kita juga berunding satu bulan untuk 
mencapai kata sepakat”2 
Ketika peneliti menanyakan pandangannya dahulu ketika vasektomi beliau 
menjelaskan bahwa menurutnya dengan vasektomi inilah beliau merasa 
saatnya berkorban, karena istri juga sudah melahirkan dan berjuang 
mendidik anak-anak.Rasa kasihan yang muncul dikarenakan efek yang 
ditimbulkan oleh kontrasepsi yang digunakan oleh isterinya juga menjadi 
alasan ber-vasektomi. 
“lha wong isteri saya itu pakai kontrasepsi implan, itu lho 
mbak yang dimasukkan kedalam kulit. Istri kulo niku sering 
pegel-pegel, berat badan e nggeh nambah (Istri saya itu 
sering pegal-pegal, berat badan juga bertambah). Istri saya 
                                                          
2 EM, Peserta KB Vasektomi, Wawancara Pribadi, 20 Mei 2019, jam 10.30 – 
11.20 WIB. 
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sudah mengandung, melahirkan, ngurus anak juga, ya 
sekarang giliran saya yang KB gak papa.”3 
 
Setelah melakukan KB vasektomi, tidak ada perubahan dari segi fisik 
maupun kesehatan. Bahkan beliau mengaku nafsu makan bertambah karena 
pikiran lebih tenang, lebih sehat, hubungan seksual jadi lebih mantap 
katanya. Awalnya karena pekerjaan beliau mencari akseptor vasektomi, 
semakin hari terdapat niat untuk melakukan vasektomi. Oleh karena itu, 
beliau mencari testimoni-testimoni dari peserta KB terdahulu. Respon dan 
testimoni yang didapatkan selalu baik akhirnya, Bapak EM membulatkan 
tekadnya untuk melakukan vasektomi. Kemudian, mengenai Perbub Nomor 
23 Tahun 2017, menurut pengalamannya sebelum vasektomi dan sesudah 
vasektomi adalah: 
 “ Ya Peraturan Bupati niku penting banget mbak, soyo meneh aku 
wong dinas seng ngurusi koyo ngono. Landasan dan pedoman kita 
melakukan prgram pemerintah ya itu tadi mbak, kalau gak ada itu ya kita 
bisa melakukan tindakan yang di anggap ilegal. Karena perbub itu juga, 
Kabupaten Sukoharjo tahun kemarin mendapat penghargaan Satya 
Lencana Wirya Karya karena telah berkomitmen terhadap program KB 
dari Presiden Republik Indonesia.” 
 
Narasumber keempat adalah Bapak ST yang beralamat di 
Kecamatan Sukoharjo. Beliau memiliki riwayat pendidikan terakhir SD dan 
sekarng memiliki 1 istri, 2 orang anak. Anak yang pertama kelas 2 SMK, 
anak kedua kelas 1 SMP. Beliau mengaku tidak bekerja, tetapi dari 
penjelasan beliau, pekerjaannya buruh serabutan. 
                                                          
3 EM, Peserta KB Vasektomi, Wawancara Pribadi, 20 Mei 2019, jam 10.30 – 
11.20 WIB 
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“ya kadang kalau ada yang nyuruh buat nyemprot sawah, resik-
resik nggeh kulo kerja mbak. tapi mboten mesti. Nggeh maklum 
mbak kulo naming lulusan SD, istri kerja ten pabrik mriki mbak”.4 
Informasi tentang vasektomi yang didapat adalah dari penyuluhan yang 
dilakukan Dinas Penyuluhan KB kecamatan setempat. Ketika vasektomi 
usia beliau 45 tahun dan sang istri berusia 38 tahun. Beliau juga 
menceritakan syarat untuk mendapatkan operasi gratis dan dana bantuan 
sosial Rp 2.000.000,00 dengan melengkapi berkas seperti: fotocopy KK, 
KTP, kartu KB dan formulir persetujuan. Awalnya beliau merasa takut, 
tetapi karen ada dana bantuan Rp 2.000.000,00 maka beliau mau, lumayan 
untuk membantu kebutuhan sehari-hari. Selain itu karena vasektomi 
merupaka program pemerintah maka beliau mendukung-mendukung saja. 
Operasi yang dilakukan di Klinik Sang Timur, Klaten. Operasinya tidak 
lama hanya sekitar 10-15 menit dan tidak sesakit kalau khitan. Tidak ada 
perubahan setelah vasektomi baik kesehatan maupun fisik, bahkan beliau 
mengaku lebih tenang dan nyaman dalam melakukan hubungan seksual. 
Menurutnya vasektomi jika dipandang dari sudut pandang Islam tidak 
masalah selama Majelis Ulama Indonesia menyatakan boleh. Proses 
mendapatkan Rp 2.000.000,00 juga tidak langsung, diperlukan waktu 5-6 
bulan. Dan pemberiaannya tidak diberikan secara cash tetapi melalui 
rekening. Jadi, yang tidak memiliki rekeing Bank Jateng harus membuat 
                                                          
4 EM, Peserta KB Vasektomi, Wawancara Pribadi, 10 Juni 2019,pukul  09.00 – 09.30 WIB 
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rekening baru dahulu. Menurutnya dengan adanya perbub pemberian dana 
kepada peserta vasektomi sangat membantu meskipun pencairannya lama. 
Beliau berharap dalam pencairan dana tersebut bisa lebih cepat. 
 Narasumber kelima adalah Bapak SN, yang beralamat di Dusun 
Kunden, Kecamatan Bulu. Pada saat vasektomi, usia Bapak SN 45 tahun 
dan memiliki 1 istri 3 anak. Anak pertamanya kelahiran tahun 1996, sudah 
menikah dan dikaruniai 1 orang anak perempuan; anak kedua lahir tahun 
2004 dan anak ketiga lahir tahun 2017. Riwayat pendidikan terakhir SMK 
dan bekerja sebagai pedagang cilok kuah di Jakarta dan istrinya bekerja 
sebagai pedagang jamu di Jakarta pula. Kebetulan saat diwawancarai beliau 
dan isteri sedang di rumah dan 2 hari setelah wawancara dengan peneliti 
beliau berencana kembali ke tanah rantau. Pada mulanya beliau datang ke 
Dinas Penyuluhan Keluarga Berencana untuk mendaftarkan istrinya MOW 
(Medis Operasi Wanita) atau tubektomi yaitu, pemotongan saluran indung 
telur (tuba fallopi) sehingga sperma tidak bisa memasuki rahim untuk 
dibuahi, tetapi anggota dinas setempat menyarankan untuk vasektomi. 
Setelah dijelaskan secara singkat tentang vasektomi, Bapak SN dan istri 
pulang dan berunding. Beliau juga mengaku membuka google untuk 
mendapatkan informasi mengenai kelebihan, kekurangan, dan isu sekitar 
vasektomi. Tidak mencapai 1 minggu Bapak SN dan istri sepakat bahwa KB 
yang dipilih adalah vasektomi.  
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“lha yo timbang bojoku seng KB, akhire aku seng ngalah 
mbak. Nek MOW lak bojoku dibedah. Jujur wae aku mesakne 
mbak”.5 
Sebelumnya, istri Bapak SN menggunakan kontrasepsi berupa pil selama 5 
tahun, kemudian setelah melahirkan anak kedua beliau berganti kontrasepsi 
suntik per-3 bulan. Tidak ada efek samping yang diterima istri ketika 
menggunakan kontrasepsi pil maupun suntik tetapi, karena suntik harus 
dilakukan 3 bulan sekali maka istri pernah lupa dan akhirnya lahir anak 
ketiga. Dari awal Bapak SN ini memandang vasektomi baik, meskipun 
rumor di masyarakat buruk seperti disamakan dengan kebiri, mengganggu 
hubungan seksual dan lain sebaginya. Adanya perbedaan pandangan dari 
kalangan ulama tentang vasektomi juga tidak membuatnya mengurungkan 
niat. Alasan beliau mau melakukan vasektomi adalah karena usia yang 
sudah semakin tua, anak sudah 3 orang, kasihan istri karena KB suntik 3 
bulan sekali. Sebenarnya Bapak SN mendaftar vasektomi sejak akhir tahun 
2017 tetapi karena program vasektomi harus serentak maka beliau operasi 
pada tahun 2018. Setelah vasektomi, fikiran menjadi lebih tenang, terlihat 
lebih muda, hubungan seksual lebih mantap dan nyaman. Pendapatnya 
tentang perbub adalah: 
 “ Sae mbak, berarti pemerintah peduli masyarakat e yo seneng 
mbak nek ngno kui. Lumayan go bantu-bantu kebutuhan mbak” 
                                                          
5 SN, Peserta KB Vasektomi, Wawancara Pribadi, 20 Mei 2019, jam 10.30 – 
11.20 WIB. 
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 Narasumber keenam adalah Bapak AW, yang beralamat di 
Kecamatan  Kartasura. Beliau merupakan pensiunan Pemerintah Daerah 
Sukoharjo dan sekarang sedang menggeluti bisnis herbal. Beliau memiliki 
1 istri dan 2 rang anak, anak pertamanya sudah menikah dan sekarang sudah 
memiliki cucu. Anak keduanya kelahiran 1996 dan sekarang sedang 
bekerja. Saat peneliti berkunjung kerumahnya, peneliti disambut dengan 
baik. Karena beliau sering ke luar kota untuk memberikan testimoni maka, 
sesampainya dirumah beliau peneliti langsung dijelaskan tentang 
vasektomi. Beliau menjelaskan bahwa diawal-awal program, vasektomi dari 
sudut pandang agama belum diperbolehkan karena, Indonesia belum 
memiliki dokter  ahli rekanalisasi. Maka MUI belum membolehkan, setelah 
Indonesia memiliki dokter ahli yang seandainya akseptor tersebut ingin 
memulihkan kembali fungsi kelaki-lakiannya maka sudah ada ahlinya. 
Karena jika ditinjau dari sudut pandang agama, mencegah kelahiran tidak 
diperbolehkan dan sekarang karena sudah ada ahli rekanalisasi maka 
vasektomi diperbolehkan. Persyaratan untuk melakukan vasektomi ini harus 
diperhatikan sekali, baik segi kesehatan maupun kesepakatan antara suami 
dan istri. Jangan sampai, seserang yang memiliki penyakit jantung dan gula 
menjadi peserta vasektomi. Hal tersebut karena penyakit gula dapat 
membuat disfungsi pada alat kelamin yang dioperasi. Kemudian, 
kesepakatan diantara suami istri juga dinyatakan penting karena untuk 
menjaga perasaan istri. Yang ditakutkan istri adalah ketika sudah melakukan 
vasektomi, justru membuka peluang untuk berzina. 
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“Nek wong lanang wes ra iso menghamili terus ko iso jajan 
sembarangan, dolan sak gon-gon.”6 
 Bapak AW ini mengaku bahwa vasektomi yang dilakukan karena dorongan 
sang istri, jadi istrilah yang memiliki inisiatif dan mendukung beliau untuk 
vasektomi. Sebelumnya beliau tahu vasektomi karena rekan kerjanya dulu 
adalah orang-orang dinas Keluarga Berencana, sedangkan istri tahunya 
karena mengikuti PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ) dan hasil 
dari membaca. Sebelum vasektomi, istri menggunakan kontrasepsi IUD dan 
sudah bosen karena bertahun-tahun kontrasepsi. Pendapatnya mengenai 
program Bupati Kabupaten Sukoharjo dengan memberikan stimulan 2 juta 
dianggap baik dan bagus tetapi menurut beliau dinas kurang kreatif dalam 
menangkap peluang program tersebut, terbukti dari 2017 dan 2018 kuota 
setiap tahunnya 100 tetapi tidak memenuhi target semua. Kemudian 
tanggapan beliau mengenai vasektomi jika dipandang dari sudut pandang 
Islam adalah salah satu bentuk ikhtiar sebagai hamba. 
“Kalau menurut saya ya mbak, yang namanya rizki kita yakini sudah 
diatur darisana, manusia kan wajib berusaha salah satunya adalah 
merencanakan. Hal tersebut termasuk ikhtiarnya manusia”7 
 Itulah diskripsi hasil wawancara dengan keenam peserta Keluarga 
Berencana dengan kontrasepsi vasektomi. Berdasarkan persepsi yang 
                                                          
6 AW, Peserta KB Vasektomi, Wawancara Pribadi, 16 Juni 2019, jam 12.59 – 14.15 WIB. 
7 AW, Peserta KB Vasektomi, Wawancara Pribadi, 16 Juni 2019, jam 12.59 – 14.15 WIB. 
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berbeda-beda dan tanggapan yang beragam mengenai Peraturan Bupati 
Nomor 23 Tahun 2017 tentang pemberian dana bantuan sosial kepada 
peserta vasektomi; dan Ijma’ Ulama Indonesia tentang vasektomi 
diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca sekalian. 
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BAB IV 
ANALISIS 
 
A. Persepsi Peserta Keluarga Berencana dengan Kontrsepsi Vasektomi di 
Kabupaten Sukoharjo Terhadap Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 dan 
Ijma’ Ulama Indonesia Tahun 2012 
Menurut Bimo Walgito, dosen fakultas psikologi Universitas Gajah Mada 
menyatakan bahwa persepsi merupakan sesuatu yang menunjukan aktivitas 
merasakan, menginterpretasikan dan, memahami objek, baik fisik maupun sosial.1 
Sesuai dengan apa yang dirasakan dan dipahami oleh para narasumber, maksud dan 
maksud Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo yang tertuang dalam Peraturan 
Bupati  Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2017 pasal 2 adalah wujud kepedulian kepada 
peserta vasektomi, hal tersebut sama dengan apa yang diungkapkan salah satu 
narasumber yaitu EM. 2 
Pada pasal 2 ayat 2, tujuan dibuatnya Peraturan Bupati tersebut adalah: 3 
1. Untuk mengoptimalkan kepersetaan Program KB khususnya vasektomi. 
                                                          
1 Hadi Suprapto Arifin, dkk, “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa 
UNTIRTA Tehadap Keberadaan PERDA Syariah di Kota Serang”, Jurnal Penelitian Komunikasi 
dan Opini Publik, (Bandung) Vol.21 No.1, Juli, 2017, hlm. 90 
2 EM, Peserta KB Vasektomi, Wawancara Pribadi, 16 Juni 2019, jam 10.45-11.30 WIB 
 
3 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Sosial 
Peserta Keluarga Berencana Medis Operasi Pria, 2017, Sukoharjo 
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Hal tersebut sesuai dengan apa yang dirasakan dan dilihat oleh EM bahwa 
adanya kenaikan peminat vasektomi dari sebelum muncul peraturan tersebut. 4 
2. Untuk memberikan keberlangsungan kehidupan keluarga setelah suami 
sebagai kepala keluarga harus istirahat untuk beberapa hari. 
Semua narasumber mennyatakan bahwa adanya dana bantuan sebesar 2 juta sangat 
membantu perekonomian, seperti yang disampaikan oleh narasumber SY bahwa 
dapat membantu kehidupan sehari-hari dan modal berdagang. 5  
Kemudian tidak semua masyarakat dapat melakukan vasektomi. Terdapat kriteria 
yang dibolehkan melakukan vasektomi yaitu:6 
a. Calon peserta terikat dalam perkawinan yang sah, harmonis dan 
merupakan PUS (Pasangan Usia Subur).  
Keharusan calon peserta terikat dalam perkawinan yang sah 
dikarenakan jika terjadi suatu hal buruk maka dapat diperjuangkan secara 
hukum, mengingat Indonesia merupakan negara hukum dimana 
penyelesaian permasalahan melalui proses hukum. Disisi lain, 
perkawinan yang diakui oleh negara adalah yang dicatatkan. Kemudian, 
peserta dan istri juga harus dalam keadaan PUS (Pasangan Usia Subur) 
dikarenakan jika salah satu pihak baik istri maupun suami tidak dalam 
keadaan PUS, maka tidak akan terjadi kehamilan jika melakukan 
                                                          
4 EM, Peserta KB Vasektomi, Wawancara Pribadi, 16 Juni 2019, jam 10.45-11.30 WIB 
5 SY, Peserta KB Vasektomi, Wawancara Pribadi, 15 Juni 2019, pukul 09.58-10.45 WIB 
6 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Sosial 
Peserta Keluarga Berencana Medis Operasi Pria, 2017, Sukoharjo 
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hubungan seksual. Salah satu ciri istri PUS adalah istri masih mengalami 
menstruasi, biasanya berusia 15 tahun sampai dengan 49 tahun. Selama 
istri belum mengalami menopause (berakhirnya siklus menstruasi secara 
alami) dan tidak mandul maka termasuk PUS. 
b. Telah mempunyai anak hidup sekurang-kurangnya 2 orang dan jika anak 
hanya 2 orang maka umur anak terkecil minimal telah 2 tahun. 
Anak hidup minimal 2 orang dikarenakan nanti jika terjadi salah 
satu anak meninggal maka masih ada keturunan yang hidup. Meskipun 
demikian, peserta yang melakukan KB vasektomi di Kabupaten 
Sukoharjo tidak hanya yang memiliki 2 orang anak, ada yang memiliki 3 
orang anak. 
c. Anak yang dimiliki dalam keadaan sehat fisik dan mental. 
Kesehatan fisik dan mental anak diperlukan agar daya tahan dan 
daya juang hidupnya ada. Pasangan yang memiliki anak dengan cacat 
mental tidak termasuk kriteria penerimaan dana bantuan sosial, meskipun 
diperbolehkan tanpa mendapatkan dana bantuan sebesar Rp 
2.000.000,00. 
d. Umur istri telah lebih dari 25 tahun 
Alasannya karena dibutuhkan kata mufakat diantara kedua pihak, 
dan usia 25 tahun keatas dianggap sudah matang dalam segi pemikiran. 
Syarat diatas adalah syarat dilakukannya vasektomi gratis dan pasca operasi 
mendapatkan dana bantuan sosial sebesar Rp 2.000.000,00. Dari persepsi peserta 
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vasektomi tersebut, apa yang mereka rasakan sudah sesuai dengan apa yang 
dimaksud dan yang ingin dituju oleh pemerintah Kabupaten Sukoharjo. 
Selain Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017, tanggapan peserta 
vasektomi tentang Ijma’ Ulama Indonesia tahun 2012 juga beragam. Telah 
dijelaskan di latar belakang bahwasannya pada tahun 1979 vasektomi diharamkan 
oleh Majelis Ulama Indonesia dengan alasan kontrasepsi vasektomi dianggap 
pemandulan, dimana pemandulan dilarang oleh agama. Pada tahun 1983, Majelis 
Ulama Indonesia juga memberikan fatwa haram terhadap vasektomi. Alasannya 
karena vasektomi merupakan usaha untuk memtong dan mengikat saluran sperma 
sehingga tidak dapat menghamili yang bertentangan dengan syarak, Majelis Ulama 
Indonesia juga menganjurkan pemerintah untuk melarang pelaksanaan vasektomi, 
tubektomi, aborsi dan meningkatkan kewaspadaan terhadap penyalahgunaan alat-
alat kontrasepsi untuk maksiat. Tahun 2009 vasektomi masih diberi fatwa haram 
dengan alasan vasektomi menyebabkan kemandulan tetap, upaya rekanalisasi 
(penyambungan kembali) belum dapat dilakukan di Indonesia.  
Dan pada tahun 2012, Majelis Ulama Indonesia membolehkan vasektomi 
dengan syarat tertentu, yaitu: 7 
1.  Untuk tujuan tidak menyalahi syariat 
2. Tidak menimbulkan kemandulan permanen 
                                                          
7 Himpunan Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV Tahun 2012, 
(Cipasung, 2012), hlm.80 
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3. Ada jaminan dapat dilakukan rekanalisasi sehingga alat reproduksi dapat 
berfungsi seperti semula 
4. Tidak menimbulkan bahaya (madarat) dan, 
5. Tidak dimasukkan ke dalam program dan kontrasepsi mantap (tindakan untuk 
membatasi keturunan dalam waktu yang tidak terbatas yang atas permintaan 
suami isteri secara mantap dan sukarela). 
Dari fatwa tersebut, jika peneliti bandingkan dengan realita yang didapat 
dilapangan maka syarat pertama untuk tujuan tidak menyalahi syariat sudah sesuai. 
Hal ini dilihat dari alasan peserta KB mayoritas adalah kasihan terhadap istri yang 
sudah mengandung, melahirkan dan mendidik anak-anak mereka.Selain itu yang 
diungkapkan SY adanya efek samping dari penggunaan kontrasepsi seperti pil dan 
suntik juga menjadi penguat mereka melakukan KB vasektomi. 8 
Pada syarat kedua yaitu tidak menimbulkan kemandulan permanen juga 
sudah sesuai, sesuai dengan yang diceritakan AW bahwa, adanya rekanalisasi yang 
dapat dilakukan jika ingin berhenti KB vasektomi. 9  
Syarat ketiga ada jaminan dapat dilakukan rekanalisasi sehingga dapat 
berfungsi seperti semula. Dapat dilakukannya rekanalisasi sudah bisa dilakukan 
oleh dokter ahli di Indonesia, hal tersebut diperkuat dengan adanya pernyataan dari 
himpunan Dokter Urologi Indonesia. Dimana, pemerintah BKKBN Provinsi Jawa 
Tengah dengan menggandeng MUI provinsi Jawa Tengah dan MUI Kabupaten 
Situbondo menemukan bukti nyata bahwa rekanalisasi benar-benar berhasil, yaitu 
                                                          
8 SY, Peserta KB Vasektomi, Wawancara Pribadi, 15 Juni 2019, pukul 09.58-10.45 WIB 
9 AW, Peserta KB Vasektomi, Wawancara Pribadi, 16 Juni 2019, jam 12.59 – 14.15 WIB. 
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pernyataan dan testimoni Mbah Poleng (Njoto Djatmiko), asal Surabaya dengan 
istri keduanya melahirkan dua orang anak, perempuan dan laki-laki setelah kurang 
lebih satu tahun direkanalisasi. Sebelumnya beliau pernah melekukan vasektomi 
beberapa tahun dengan istri pertama yang kemudian meninggal (melakukan 
vasektomi tahun 1988 dan melakukan rekanalisasi 1999)10. Meskipun demikian, di 
Kabupaten Sukoharjo belum ada yang melakukan rekanalisasi. Syarat tersebut 
masih termasuk syarat terberat karena dinas terkait dan pemerintah sejauh ini tidak 
memberikan jaminan tertulis bahwa dapat dilakukan rekanalisasi. 
Syarat berikutnya tidak menimbulkan bahaya, dari hasil wawancara 
peneliti para peserta KB vasektomi justru memberikan tanggapan positif dan 
mendapatkan manfaat daripada madharat. Hal tersebut sesuai dengan tujuan 
maslahat, menurut Imam Al-Ghazali definisi maslahat pada prinsipnya berarti 
“mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka merawat tujuan-
tujuan syara”.11 Dari definisi Al-Ghazali tersebut, maslahat terkait erat dengan 
maqasid al-Syariah. Kebaikan atau nilai-nilai yang mengandung kebajikan 
(maslahat) harus merujuk pada terpeliharanya maqasid al-syari’ah ( menjaga 
agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda) dan yang menghindarkan dari 
hal-hal yang mengancam atau membahayakan mereka. Hal tersebut dapat dilihat 
dari persepsi narasumber SN yang menyatakan lebih nyaman dan tenang 
                                                          
10 Muhyiddin, “Fatwa MUI tentang Vasektomi, Tanggapan Ulama dan Dampaknya 
terhadap Peningkatan Medis Operasi Pria (MOP),” Jurnal Al-Ahkam, Semarang, Vol. 24 Nomor 1, 
2014, hlm.72 
11 Ibid, hlm.94 
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hidupnya.12  Selain itu, narasumber SY menyatakan bahwa  mereka juga tidak ingin 
anaknya terlantar, tidak terpenuhi kebutuhan dan pendidikannya. 13 
Syarat yang terakhir adalah tidak dimasukkan ke dalam program dan 
kontrasepsi mantap (tindakan untuk membatasi keturunan dalam waktu yang tidak 
terbatas yang atas permintaan suami isteri secara mantap dan sukarela). Fakta 
dilapangan dan buku-buku yang beredar menyatakan vasektomi dan tubektomi 
masuk dalam kategori kontrasepsi mantap. Hal tersebut berlawanan dengan syarat 
yang diajuakan dalam Ijtima’ Ulama Indonesia. 
MUI merekomendasikan beberapa hal, yaitu pertama Pemerintah diminta 
tidak mengampanyekan vasektomi secara terbuka, umum dan massal sebagai salah 
satu bentuk alat kontrasepsi untuk masyarakat. Vasektomi dimungkinkan hanya 
untuk orang-orang tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana di atas. Hal 
tersebut sudah sesuai karena dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, istri SY 
peserta mengaku didatangi bidan dan diberikan penyuluhan langsung jadi, atas 
rekomendasi kadus setempat. 14 Ada pula yang dijelaskan narasumber SN ketika 
mendaftarkan KB baru untuk istrinya. 15 
                                                          
12 SN, Peserta KB Vasektomi, Wawancara Pribadi, 17 Juni 2019, jam 16.43-17.25 WIB 
 
13 SY, Peserta KB Vasektomi, Wawancara Pribadi, 15 Juni 2019, pukul 09.58-10.45 WIB 
14 SY, Peserta KB Vasektomi, Wawancara Pribadi, 15 Juni 2019, pukul 09.58-10.45 WIB 
 
15 SN, Peserta KB Vasektomi, Wawancara Pribadi, 17 Juni 2019, jam 16.43-17.25 WIB 
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Rekomedasi kedua adalah pemerintah harus melakukan sosialisasi secara 
baik, transparan dan obyektif mengenai manfaat dan bahaya vasektomi bagi 
masyarakat; termasuk biaya yang mahal terhadap praktek rekanalisasi jika 
menginginkan untuk penyambungan kembali, dan kemungkinan kegagalan yang 
tinggi. Hal tersebut diakui oleh istri AW bahwa di dalam forun PKK pernah 
diberikan penjelasan oleh penyuluh memberikan penyuluhan mulai dari pengertian, 
proses, kelebihan dan kekurangan vasektomikepada masyarakat. 16 
 Rokemendasi berikutnya adalah perlu ada edukasi kepada masyarakat 
untuk bertanggung jawab dalam kehidupan keluarga, dengan kewajiban 
menyiapkan keturunan yang sehat dan unggul serta tidak meninggalkan generasi 
yang lemah dan tidak berpendidikan. Untuk menyiapkan keturunan yang sehat dan 
unggul maka diperlukan biaya dan waktu yang banyak, umumnya orangtua 
sekarang mendidik anak-anaknya melalui sekolah formal. Untuk memberikan 
sekolah formal kepada anak-anaknya membutuhkan biaya yang tidak sedikit, 
apalagi jika anaknya banyak. KB ini merupakan salah satu ikhtiar orangtua dalam 
memikirkan pendidikan anaknya, seperti yang di ungkapkan narasumber TH ketika 
wawancara.17 
   Rekomendasi terakhir adalah pemerintah perlu memastikan bahwa 
penggunaan alat kontrasepsi KB harus digunakan untuk hal yang legal, untuk tujuan 
                                                          
 
16 AW, Peserta KB Vasektomi, Wawancara Pribadi, 16 Juni 2019, jam 12.59 – 14.15 WIB. 
17 TH, Peserta KB Vasektomi, Wawancara Pribadi, 20 Mei 2019, jam 15.30-16.00 WIB 
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mengatur keturunan (tanzhim al-nasl) dan mewujudkan keluarga sakinah serta 
mencegah terjadinya penggunaan alat kontrasepsi untuk tujuan dan aktifitas yang 
diharamkan seperti perzinaan, pembatasan keturunan (tahdid al-nasl), pemandulan 
(ta’qim) dan sejenisnya. Hal tersebut yang nantinya menjadi PR besar bagi 
pemerintah, bagaimana mengawasi para peserta KB terutama vasektomi agar tidak 
disalahgunakan untuk perzinaan dan hal mudarat lainnya. 
Dalam hal ini, peneliti setuju bahwasannya perubahan fatwa MUI yang 
semula menyatakan vasektomi haram kemudian di tahun 2012 menjadikan 
vasektomi mubah merupakan bentuk dukungan MUI terhadap pemerintah atas 
adanya bonus demografi dan kemaslahatan rakyat. Benar bahwasannya terdapat 
hak dan kepentingan setiap warga negara menyangkut reproduksi dan regenerasi 
yang harus diakui, dan dilindungi baik secara nasional maupun internasional 
(adanya deklarasi HAM). Tetapi, perlu di ingat bahwasannya negara sangat 
berkepentingan untuk meminimalkan beban pembangunan demi meningkatkan 
kesejahteraan dan derajat hidup seluruh warga negara, tanpa terkecuali, baik dalam 
bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, prasarana umum, dan sebagainya. Sebab, 
jika setiap warga negara dibebaskan secara mutlak untuk beranak-pinak tanpa batas, 
tanpa pengaturan, tidak peduli mereka mampu atau tidak, maka beban yang akan 
dipikul negara akan lebih berat untuk menyediakan anggaran bagi program 
pendidikan, ekonomi, kesehatan, lapangan kerja, pinjaman modal bagi seluruh 
warga negaranya.18  
                                                          
18 Sabrur Rohim, “Argumen Program Keluarga Berencana (KB) dalam Islam”, 
(Yogyakarta) Vo.1 Nomor 2, 2016, hlm. 159 
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B. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Peserta Keluarga Berencana dengan 
Kontrasepsi Vasektomi di Kabupaten Sukoharjo  
1. Faktor Pendidikan 
Pendidikan merupakan usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan 
yang diberikan kepada anak tertuju pada pedewasaan anak, membantu anak 
agar cukup cakap melakasanakan tugas hidupnya sendiri. Semakin tinggi 
tingkat pendidikan yang dilalui maka semakin kompleks pula pengetahuan dan 
pola berfikirnya. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap 
narasumber, terdapat 1 orang lulusan Sekolah Dasar, 1 orang lulusan SMP, 2 
orang lulusan SLTA sederajat dan, 2 orang lulusan strata I. Narasumber dengan 
lulusan SD hanya faham vasektomi secara umum dan tidak mendetail, 
sebagaimana yang disampaikan oleh ST19 
Narasumber dengan lulusan SMP yang bernama SY20 mulai memiliki 
pengetahuan lebih banyak daripada narasumber yang berlatar belakang SD. 
Narasumber dengan lulusan SMA/ SMK yang bernama SN21 lebih dapat 
menjelaskan tentang vasektomi daripada lulusan SD dan SMP. Pernyataan dan 
pengetahuanya lebih kompleks. Sedangkan mereka dengan riwayat pendidikan 
                                                          
19 ST, Peserta KB Vasektomi, Wawancara Pribadi, 20 Mei 2019, jam 19.15 – 20.00 WIB 
20 SY, Peserta KB Vasektomi, Wawancara Pribadi, 15 Juni 2019, pukul 09.58-10.45 WIB 
21 SN, Peserta KB Vasektomi, Wawancara Pribadi, 17 Juni 2019, jam 16.43-17.25 WIB 
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Strata 1 yang bernama AW22 pengetahauannya lebih luas daripada lulusan SD, 
SMP, dan SMA/SMK. 
Jadi, dari keempat lulusan tersebut yaitu Sekolah Dasar, SMP, SMA 
dan Strata 1 maka semakin tinggi riwayat pendidikan yang dimiliki, maka 
semakin banyak pengetahuan dan kesadaran ber-Keluarga Berencana yang 
tinggi. Meskipun demikian, jika dilihat dari alasan  mengapa mereka mengikuti 
vasektomi, semua mengatakan karena kasihan terhadap istrinya. Menurut 
mereka, sang istri sudah berkorban banyak mulai dari melahirkan, menyusui, 
merawat dan mendidik anak-anak, selain itu istri juga harus melakukan 
Keluarga Berencana dengan berbagai alat kontrasepsi yang memiliki efek 
samping.Dan dari semua narasumber dengan riwayat pendidikan yang 
berbeda-beda, mereka menyatakan mendukung program pemerintah tersebut. 
2. Faktor Ekonomi 
Tinggi rendahnya penghasilan yang di dapat cukup berpengaruh dalam 
program ini karena bagi mereka yang memiliki pendapatan mulai dari 
pendapatan kurang hingga cukup, menjadi tertarik mengikuti KB vasektomi 
untuk mendapatkan operasi gratis dan dana bantuan sesuai peraturan yang 
berlaku. Pada program pemerintah Kabupaten Sukoharjo ini, yang 
mendapatkan dana bantuan sosial Rp 2.000.000,00 tidak hanya peserta dengan 
ekonomi rendah saja tetapi semua orang yang mendaftar selama kuota masih 
tersedia. Dengan pekerjaan yang beragam, mulai dari tukang kayu, pedagang, 
                                                          
22 AW, Peserta KB Vasektomi, Wawancara Pribadi, 16 Juni 2019, jam 12.59-14.15 WIB 
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Pegawai Negeri Sipil, buruh, dan pensiunan maka, pendapatan yang didapat 
pasti juga berbeda-beda. Hanya saja, ada yang murni karena ingin ber-KB, ada 
pula yang ingin ber-KB dan mendapat Rp 2.000.000,00. Semakin tinggi gaji 
yang diterima maka semakin sadar ia untuk melakukan vasektomi meskipun 
tidak mendapat Rp 2.000.000,00. Dari ke 6 narasumber, terdapat narasumber 
dengan latar belakang pekerjaan yang berbeda, mulai dari PNS, buruh, 
pedagang, pensiunan yang kemudian menggeluti perdagangan dan, tukang 
kayu.  Pendapat Bapak EM yang bekerja sebagai PNS, beliau tertarik dengan 
vasektomi karena melihat testimoni yang diberikan dari para akseptor yang 
sudah lebih dahulu melakukan vasektomi selalu positif dan tampak bahagia.23  
Sedangkan salah satu narasumber dengan nama SN yang bekerja 
sebagai pedagang berminat melakukan vasektomi karena memang 
menginginkan vasektomi dan mendapat bantuan sosial dari pemerintah. 24 
Narasumber yang bekerja sebagai buruh serabutan yang bernama ST  mengaku 
tertarik karena mendapat bantuan sosial sebesar Rp 2.000.000,00. 25 Sedangkan 
beliau yang bekerja sebagai tukang kayu yaitu Bapak TH juga cenderung 
tertarik karena akan diberi Rp 2.000.000,00. 26 
                                                          
23 EM, Peserta KB Vasektomi, Wawancara Pribadi, 16 Juni 2019, jam 10.45-11.30 WIB 
24 SN, Peserta KB Vasektomi, Wawancara Pribadi, 17 Juni 2019, jam 16.43-17.25 WIB 
25 ST, Peserta KB Vasektomi, Wawancara Pribadi, 20 Mei 2019, jam 19.15 – 20.00 WIB 
26 TH, Peserta KB Vasektomi, Wawancara Pribadi, 20 Mei 2019, jam 15.30-16.00 WIB 
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Jadi, semakin rendah pendapatan yang dimiliki maka keinginan untuk 
mendapatkan dana bantuan lebih tinggi sehingga tujuan utama harusnya 
vasektomi malah dikesampingkan. Meskipun tidak dapat dipungkiri 
bahwasannya adanya bantuan dana sosial pemerintah tersebut yang 
menjadikan vasektomi di Kabupaten Sukoharjo menjadi menarik. 
 
 
BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan dan  analisis dari beberapa bab terdahulu 
maka penyusun menyimpulkan sebagai jawaban akhir dari pokok-pokok 
permasalahan sebagai berikut:  
Persepsi peserta Keluarga Berencana dengan kontrasepsi vasektomi 
di Kabupaten Sukoharjo tentang Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 23 
Tahun 2017 beragam. Sesuai dengan pengalaman sebelum vasektomi dan 
sesuadah vasektomi, para peserta menyatakan Peraturan Bupati Sukoharjo 
Nomor 23 Tahun 2017 baik dan sangat membantu masyarakat. Selain itu, 
peraturan tersebut sangat membantu dinas terkait dalam menjalankan tujuan 
dan tugasnya dalam mengatur jumlah penduduk dan menciptakan keluarga 
yang lebih berkualitas. Sedangkan persepsi mereka tentang Ijtima’ Majelis 
Ulama Indonesia tahun 2012, membuat masyarakat lebih yakin 
bahwasannya apa yang menjadi program pemerintah tersebut tidak 
menyalahi syariat. Meskipun demikian, di Kabupaten Sukoharjo belum ada 
yang melakukan rekanalisasi. Syarat tersebut masih termasuk syarat terberat 
karena dinas terkait dan pemerintah sejauh ini tidak memberikan jaminan 
tertulis bahwa dapat dilakukan rekanalisasi. 
Faktor yang mempengaruhi perbedaan persepsi peserta Keluarga 
Berencana dengan kontrasepsi adalah faktor pendidikan dan faktor 
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ekonomi. Dari penjelasan saat wawancara, peserta dengan pendidikan lebih 
tinggi mampu menjelaskan vasektomi lebih detail baik dari segi kesehatan, 
dasar hukum dibolehkan vasektomi, dan problem tentang vasektomi di 
masyarakat. Sedangkan dari faktor ekonomi, peserta yang memiliki 
penghasilan yang cukup besar memiliki niat melakukan vasektomi karena 
kebutuhan bukan karena pemberian dana bantuan sosial sebesar dua juta 
rupiah.  
B. Saran 
1. Dinas PPKBP3A (Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)  seharusnya lebih 
aktif dalam mencari akseptor vasektomi karena dari 100 kuota setiap 
tahunnya,sejak 2017 sampai 2018 tidak memenuhi target. Penyuluh 
dapat membawa testimoni saat memberikan penyuluhan, sehingga 
masyarakat lebih tertarik daripada menjelaskan secara teori. 
2. Masyarakat yang meyakini Keluarga Berencana hallal maka dapat 
berpindah kontrasepsi vasektomi, agar dampak negatif dari kontrasepsi 
yang digunakan istri tidak ada. 
3. Dinas PPKBP3A (Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) harusnya bekerja 
sama dengan kepolisian untuk menjaga agar tidak terjadi 
penyalahgunaan kontrasepsi vasektomi. 
4. Selain pengecekan kondisi fisik dan kesehatan peserta calon vasektomi 
diperlukan juga pengecekan tidak adanya perilaku menyimpang dari 
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calon peserta vasektomi agar tidak terjadi pelecehan seksual, maupun 
zina yang dilakukan oleh peserta vasektomi kelak. 
5. Seharusnya ada jaminan tertulis dari dinas terkait mengenai dapat 
dilakukannya rekanalisasi. 
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Oktivia Alamanda Istiqomah 
HASIL WAWANCARA DENGAN NARASUMBER 
 
1. Nama : Bapak SY 
Waktu : 15 Juni 2019, pukul 09.58 - 10.45 WIB 
Peneliti Bapak SY 
Bisa bapak jelaskan nama, 
dan keluarga Anda? 
Nama saya Bapak SY, saya memiliki 1 
istri dan 3 orang anak mbak. Anak 
pertama kelas 3 SMK, anak kedua kelas 
1 SMK dan, anak saya yang paling kecil 
masih TK. Saya menikah tahun 2012 di 
Depok. Saya asli Depok dan istri asli 
Kecamatan Sukoharjo sini mbak. Saya 
bekerja serabutan mbak, istri bekerja di 
pabrik X sini. Saya lulusan SMP mbak 
dulunya. 
Apa yang anda ketahui 
tentang vasektomi? 
Sepaham saya, KB yang diperuntukkan 
laki-laki dimana bagian jalan keluarnya 
sperma dipotong melalui operasi kecil 
agar sperma tidak keluar lagi sehingga 
tidak dapat menghamili mbak. 
Bapak tahu informasi 
tentang KB vasektomi dari 
mana? 
Saya tahu dari penyuluhan bidan mbak. 
Bu bidan dulu kerumah kalih bu bayan, 
menjelaskan tentang KB vasektomi. 
Pada saat vasektomi Anda 
usia berapa pak? 
Dulu saya usia 48 tahun dan istri saya 
usia 38 tahun mbak. 
Anda tadi mengatakan 
bahwa mendapatkan 
informasi tentang 
vasektomi dari bu bidan. 
Jadi tidak melalui pkk atau 
perkumpulan RT ya pak. 
Anda bertanya kepada bu 
bidan tidak mengenai 
kenapa datang kerumah 
dan langsung dijelaskan 
tentang vasektomi? Jika 
iya, bisa anda jelaskan 
kenapa saat itu Anda 
didatangi kerumah dan 
dijelaskan tentang 
vasektomi? 
Iya mbak saya sempet tanya. Karena 
saya didatangi dan diberikan penyuluan 
tentang vasektomi katanya karena 
mendapat rekomendasi dari bu bayan 
dan saya juga memenuhi syarat untuk 
melakukan vasektomi. 
Syarat untuk menjadi 
peserta vasektomi apa saja 
ya pak? 
Anaknya minimal 2 mbak, terus masih 
dalam usia subur, ngisi formulir sama 
bawa kk dan kartu KB mbak. 
Apa latar belakang Anda 
mau melakukan  KB 
vasektomi? 
Ya jujur saja ya mbka, pertama masalah 
ekonomi, anak juga sudah 3, biaya 
makin tinggi. Percuma kalau punya 
anak banyak tapi tidak bisa membiayai 
mbak. 
Anda melakukan KB 
vasektomi dimana ya pak? 
Di Klaten mbak, di klinik. Saya lupa 
namanya, ada timur-timurnya. 
Klinik Sang Timur pak? Ohh iya mbak, betul. Lupa saya. 
Berapa lama operasi 
berlangsung pak? 
Sebentar mbak, cuma 10-15 menit saja. 
Kemudian , adakah 
perbedaan sebelum 
vasektmi dan sesudah 
vasektomi? 
Tidak ada mbak. Aktivitas ya masih 
lancar, haya istirahat 1 minggu untuk 
tidak melakukan kegiatan berat. Maaf 
ya, dan untuk melakukan hubungan 
suami istri juga masih lancar-lancar 
saja. Ya Cuma rasanya lebih tenang dan 
nyaman karena nggak takut kalau punya 
anak lagi. Meskipun diawal harus 
menggunakan kondom sebanyak 20x 
dulu mbak. Katanya untuk memastikan 
agar yang keluar tidak mengandung 
sperma mbak. 
Kalau ibu dulu 
menggunakan kontrasepsi 
apa ya pak sebelum Anda 
vasektomi? 
Ibu itu menggunakan KB suntik mbak 
yang setiap 3 bulan sekali. Suntiknya di 
bidan dekat sini, udah langganan. Setiap 
suntik membayar 20-25 ribu mbak.  
Ada efek samping yang 
dirasakan oleh ibu dengan 
penggunaan kontrasepsi 
suntik? 
Ada mbak, ibu itu sering sambat nek 
pegel-pegel, haidnya juga nggak lancar 
mbak. Setelah suntik itu 2 bulan tidak 
haid kemudian di satu bulan terakhir 
haidnya tidak beraturan, 3 hari haid 1 
minggu hilang lalu 3 hari haid lagi, 
hilang lagi. Gitu terus sampai suntik 
mbak. Lha yo aku mesakne to mbak 
malahan, ibu yo wedi nek kenopo-
kenopo. 
Kalau menurut Anda 
sebagai orang Islam, 
memandang vasektomi itu 
bagaimana ya pak? 
Ya kalau menurut saya pribadi kalau 
sudah di bolehkan MUI ya berarti 
nggakpapa. Wong mbiyen  pas 
penyuluhan dijelaske kok mbak. 
Setelah operasi apakah 
langsung mendapatkan Rp 
2.000.000,00 pak? 
Nggak mbak, nunggunya lama. 5-6 
bulan ada kayake. Pas operasi dulu kan 
mengumpulkan fotocopy KK, KTP, 
kartu KB to mbak. Habis itu bikin 
rekening di Bank Jateng mbak. 
Diperuntukkan untuk apa 
uang tersebut? 
Macam-macam mbak, ya paling penting 
untuk tambahan biaya makan sehari-
hari. Ya pokoknnya terbantu sekali 
mbak. 
 
 
2. Nama : TH 
Waktu :20 Mei 2019, pukul 15.30 – 16.00 WIB 
Peneliti Bapak TH 
Bisa bapak jelaskan nama, dan 
keluarga Anda? 
Nama saya Bapak TH, anak kulo 4, 
anak pertama SMK kelas 2, seng siji 
kelas 2 SMP, cilik dewe 4 SD karo 1 
SD mbak 
Njenengan angsal info KB 
vasektomi saking pundi? 
Bojuku mbak, pas PKK dijelaske 
trus tertarik. Nggeh bar niku kulo 
tanglet-tanglet ten Bu Bayan. Bu 
Bayan ngarahne nyang Penyuluhan 
KB Kecamatan mbak. ten mriko kulo 
dijelaske vasektomi niku nopo, 
syarate, kalih disanjangi nek angsal 
dana bantuan kalih juta nek KB 
vasektomi. 
Yuswa ne njenengan pas 
vasektomi pinten nggeh? 
43 mbak 
Lha niki njenengan kerjane 
nopo? 
Tukang kayu mbak, bar lulusan SMK 
mbiyen tau ajar neng Jogja gone 
sedulur, saiki alhamdulillah samben 
neng omah dewe mbak. Sitik-sitik 
penteng disyukuri. 
Syarat kagem vasektomi nopo 
mawon pak? 
Anak minimal 2, masih dalam usia 
subur, ngisi formulir kalih mbeto KK 
dan kartu KB mbak. 
Sebelumnya ada rasa takut 
atau gimana gitu gak pak? 
Nggeh wedi mbak tapi bar dijelaske 
penyuluh mpun mboten, malah dadi 
berminat kulo. Lumayan yoan oleh 2 
juta iso go tambahan modal mbak. 
Lha njenengan purun 
vasektomi niku alesan e nopo? 
Anak wes 3 mbak, wes tambah tuo, 
butuh e ijek akeh. Ko nek ra iso 
bayari sekolah ya mesakne mbak. 
wong tuo pengen e anak yo iso 
mulyo, sandang, pangan, papan 
anak yo iso dipenuhi terutama 
pendidikan ben ora koyo bapak e 
mbak. 
Njenengan operasine ten 
pundi nggeh pak? 
Ten Klaten mbak, Klinik Sang 
Timur.. 
Operasine dangu mboten 
pak? 
Sedelo mbak,  10-15 menit. Ra loro, 
loro nek sunat mbak. 
Benten e sedereng vasektomi 
kalih sak sampune vasektomi 
nopo pak? 
Luwih nyaman mbak neng ati yo 
ayem, tur mesakne bue nek mben 3 
sasi suntik KB wae. Sok pegel-pegel 
nek wes arep wayahe suntik mbak. 
Kalau menurut Anda sebagai 
orang Islam, memandang 
vasektomi itu bagaimana ya 
pak? 
Nggeh sae wong MUI pun sanjang 
angsal nggeh berarti aman to mbak.   
Bibar operasi niku nopo 
langsung angsal  Rp 
2.000.000,00 pak? 
Mboten mbak, dangu. 5-6 wulan 
nggeh enten. Pas operasi kan ken 
ngumpulke fotocopy KK, KTP, kartu 
KB to mbak. Bar niku ndamel 
rekening ten Bank Jateng mbak. 
Mengke mendet e ten Bank Jateng 
mbak. 
 3. Nama : Bapak EM 
Waktu : 20 Mei 2019, pukul 10.45 – 11.30 WIB 
Peneliti Bapak EM 
Bapak bekerja di dinas sudah 
berapa lama? 
Sudah 5 tahun 6 bulan mbak. 
Pendidikan terkhir bapak apa 
ya? 
Saya S1 di Universitas Negeri S 
mbak. 
Bisa jelaskan keluarga 
bapak? 
Saya punya 1 istri dan 2 orang anak. 
Menikah tahun 2007, anak saya yang 
besar perempuan kelas 5 SD dan yang 
kecil laki-laki berusia 6 tahun. Jarak 
keduanya masuk dalam perencanaan 
kami yaitu 3-4 tahun. 
Informasi tentang vasektomi 
yang Anda dapat darimana 
ya pak? 
Saya kan bekerja di Dinas 
Pengendalian Penduduk, Keluarga 
Berencana, Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak. 
Awalnya tahun 2013 ditargetkan 1 
orang dari setiap kecamatan, tetapi 
tidak memenuhi target mbak. 
Kemudian dibuat Peraturan Bupati 
Nomor 23 itu mbak yang isinya 
tentang pemberian dana sosial 
sebanyak Rp 2.000.000,00 agar 
peminat vasektomi bertambah. 
Akhirnya di tahun 2017 ada 80an 
orang ikut vasektomi. Syaratnya 
harus PUS dan sepakat antara suami 
istri. Alurnya lewat tiap-tiap 
kecamatan mbak. 
Lalu bagaimana kok anda 
bisa berminat vasektomi 
pak? 
Ya awalnya tugas saya kan cari 
akseptor dan mengantar para 
akseptor. Ya pokok e ngurusi akseptor 
mbak. Lama kelamaan saya juga 
berminat akhirnya saya cari testimoni 
dulu dari para akseptor sebelumnya. 
Saya terinspirasi dari Bapak AW, 
beliau adalah motivator KB MOP 
nasional mbak. Kalaupun gak dapat 2 
juta ya saya mau, soalnya bapak AW 
itu tampak bahagia dan lebih muda. 
Sebelumnya ibu 
menggunakan kontrasepsi 
apa ya pak? 
sebelumnya isteri saya itu pakai 
kontrasepsi implan, itu lho mbak yang 
dimasukkan kedalam kulit diatas 
daging. Istri kulo niku sering pegel-
pegel, berat badan e nggeh nambah. 
Istri saya sudah mengandung, 
melahirkan, ngurus anak juga, ya 
sekarang giliran saya yang KB gak 
papa 
Kalau dipandang dari sudut 
pandang Islam, vasektomi 
menurut Anda itu gimana ya 
pak? 
Ya kalau saya baik-baik saja mbak. 
kan rumornya di masyarakat sama 
kaya kebiri, tapi jauh berbeda mbak. 
kalau kebiri itu penghasil spermanya 
dihilangkan nah kalau vasektomi kan 
salurannya hanya dipotong saja mbak. 
Jadi ya gak papa, MUI juga sudah 
membolehkan. 
Perbedaan sebelum dan 
sesudah vasektomi apa ya 
pak? 
Merasa lebih tenang mbak, lebih 
sehat, saat berhubungan seksual juga 
sama seperti biasa tidak ada pengaruh 
negatif. 
Bagaimana menurut anda 
Peraturan Bupati  Sukoharjo 
Nomor 23 Tahun 2017? 
Baik mbak, kan adanya dana bantuan 
sosial sebesar 2 juta itu agar 
peminatnya bertambah dan dilihat 
dari dikeluarkannya perbub tersebut 
berarti pemerintah peduli terhadap 
program Keluarga Berencana, jadi 
pantas kalau kemarin Pemerintah 
Kabupaten Sukoharjo mendapatkan 
Penghargaan Anugerah Kencana 
bidang Kependudukan Keluarga 
Berencana dan Pembangunan 
Keluarga. 
 
 
4. Nama : Bapak ST 
Waktu : 10 Juni 2019, pukul 09.00 – 09.30 WIB 
Peneliti Bapak ST 
Bisa bapak jelaskan nama, dan 
keluarga Anda? 
Nama saya Bapak ST, saya memiliki 
1 istri dan 2 orang anak mbak. Anak 
pertama kelas 2 SMK, anak kedua 
kelas 1 SMP. Saya asli Kecamatan 
Sukoharjo sini mbak. Saya tidak 
bekerja mbak, ya kadang kalau ada 
yang nyuruh buat nyemprot sawah, 
resik-resik nggeh kulo kerja mbak. 
tapi mboten mesti. Nggeh maklum 
mbak kulo naming lulusan SD, istri 
kerja ten pabrik mriki mbak. 
Bapak tahu informasi tentang 
KB vasektomi dari mana? 
Saya tahu dari penyuluhan yang 
menjelaskan tentang KB vasektomi. 
Apa yang anda ketahui tentang 
vasektomi? 
Wealah mbak pokok e sak retiku yo 
kui KB go wong lanang, lewat 
operasi tur jangka waktune dowo 
mbak. 
Pendapat e panjenengan 
tentang vasektomi saking 
sudut pandang Islam pripun 
nggeh pak? 
Aku ki ra mudeng mbak dalil-dalil e, 
seng penting nek ulama wes 
ngolehne lan ora dilarang yo 
ramasalah to mbak. 
Pada saat vasektomi Anda usia 
berapa pak? 
Dulu saya usia 45 tahun dan istri 
saya usia 38 tahun mbak. 
Syarat untuk menjadi peserta 
vasektomi apa saja ya pak? 
Anaknya minimal 2 mbak, terus 
masih dalam usia subur, ngisi 
formulir sama bawa kk dan kartu KB 
mbak. 
Sebelumnya ada rasa takut 
atau gimana gitu gak pak? 
Nggeh wedi mbak tapi kulo ngoten 
manut mawon mba, lha nggeh 
lumayan rong juta saget dingge 
tambahan tambahan biaya urip 
mbak. Tur niku nggeh program 
saking pemerintah, nggeh kulo 
rakyat biasa dukung-dukung 
mawon” 
Apa latar belakang Anda mau 
melakukan  KB vasektomi? 
Nggeh niku angsal kalih yuto kan 
lumayan mbak saget nge ngragati 
anak, mesakne mbak bojo kulo niku 
nek ngangge KB suntik mben telung 
sasi sok ngroso pegel neng boyok 
mbak.. 
Njenengan operasine ten 
pundi nggeh pak? 
Ten Klaten mbak, Klinik Sang Timur 
nek mboten salah. 
Operasine dangu mboten pak? Sedelo mbak,  10-15 menit. Ra loro, 
loro nek sunat mbak. 
Benten e sedereng vasektomi 
kalih sak sampune vasektomi 
nopo pak? 
Dadi luwih joss mbak, sehat tur 
nyaman. 
Kalau menurut Anda sebagai 
orang Islam, memandang 
vasektomi itu bagaimana ya 
pak? 
Kulo ngoten mboten nopo-nopo nek 
MUI pun sanjang angsal nggeh 
berarti aman t mbak. Wong mbiyen  
pas penyuluhan dijelaske kok mbak. 
Bibar operasi niku nopo 
langsung angsal  Rp 
2.000.000,00 pak? 
Mboten mbak, dangu. 5-6 wulan 
nggeh enten. Pas operasi kan ken 
ngumpulke fotocopy KK, KTP, kartu 
KB to mbak. Bar niku ndamel 
rekening ten Bank Jateng mbak. 
Mengke mendet e ten Bank Jateng 
mbak. 
 
 
5. Nama : Bapak SN 
Waktu : 17 Juni 2019, pukul 16.43 – 17.25 WIB 
Peneliti Bapak SN 
Bisa bapak jelaskan nama, 
dan keluarga Anda? 
Nama saya SN, saya punya 1 istri dan 
3 orang anak mbak. Anak saya yang 
pertama kelahiran tahun 1996 dan 
sudah menikah sekarang saya punya 
cucu, usisanya sama kaya anak saya 
yang terakhir, anak saya yang kedua 
kelahiran tahun 2004 dan yang 
terakhir tahu 2017. Pekerjaan saya 
jualan cilok di Jakarta. dan istri 
bekerja sebagai tukang jamu di 
Jakarta. Saya lulusan SMK sini mbak, 
jadi kecil saya disini. 
Jadi kebetulan ini bapak 
sedang liburan dirumah 
Nggeh mbak, bosen kerjo terus. Ya 
mumpung teseh diparingi rezeki, 
sehat awak nggeh wangsul mbak. 
nggeh? Ajeng ten Jakarta 
malih dinten nopo pak? 
Idep-idep karo ndolanke anak mbak. 
Kulo balik dinten Kamis mengke 
mbak. 
Apa seng njenengan ketahui 
tentag vasektomi? 
Vasektomi kui KB go laki-laki dengan 
cara memotong saluran keluarnya 
sperma. Persyaratannya minimal 
punya 2 anak, ada kesepakatan antara 
suami dan istri, dalam usia subur. Ada 
yang pro dan kontra, nek kulo nggeh 
setuju-setuju mawon selama untuk 
kebaikan. Kan enek seng nganggep 
haram mbak yoan. Ora gur 
vasektomine neng nganggep haram 
KB ne yoan. 
Njenengan angsal info 
vasektomi saking pundi 
nggeh pak? 
Jane wes rencana arep KB MOW go 
bojoku mbak. Pas meh daftar kok 
disaranke KB MOW. Neng dinas aku 
ya dijelaske sitik tentang MOP mbak, 
wes rodok tertarik sitik. Akhire aku 
karo ibu ya balik sek rembugan. Tekan 
ngomah aku browsing mbak tentang 
MOP. Akhire ya wes MOP wae 
timbang bojoku seng KB meneh, lak 
yo lumayan oleh 2 juta mbak. Iso g 
tambahan modal dagang. 
Sak dereng e ibu ngagem KB 
nopo nggeh pak? 
Nganggo pil mbak trus bosen ganti 
suntik seng telung wulan pisan. 
Wonten efek samping e pak? Mboten mbak. Tapi ya kui lali mbak 
soale telung wulan pisan. Lha anak ku 
keri dewe kui lak goro-goro lali mbak. 
Akhire njenengan MOP pak. 
Trus pripun niku 
persyaratan kalih alur e? 
Aku jane daftar tahun 2017 mbak, tapi 
gandeng kudu bareng-bareng 
operasiku tahun 2018 mbak. niku kan 
program pemerintah mbak dadi kudu 
serempak mbak. Sanjange kuota 100 
orang tapi pas kulo operasi niko kuota 
terisi nembe 30an. Nggeh alure ten 
kecamatan riyen daftar, mbeto 
fotocopy KK, kartu KB, KTP, surat 
persetujuan saking istri mbak. Terus 
2018 niko kulo operasi didampingi 
kalih petugas. Operasine gur delo 
mbak, gur 10-15 menit. 
Jadi, latar belakang 
njenengan melakukan 
vasektomi selain karena istri 
apa ya pak? 
Ya selain umur saya yang sudah 
semakin tua, anak saya juga sudah 3, 
trus kasihan istri tadi juga. Saya itu 
sering jadi bahan ledekan teman-
teman SMP kalau lagi kumpul mbak 
karena di usia segini masih punya 
anak bayi. Tapi nggeh mboten nopo-
nopo wong niku rejeki, kathah seng 
pengen due anak wae ra diparingi 
mbak. Nggeh alhamdulillah teseh 
diparingi rejeki anak. 
Usia berapa njenengan 
melakukan vasektomi pak? 
Saya dulu usia 45 tahun mbak. 
Menurut njenengan kalau 
dipandang dari Islam, 
vasektomi itu bagaimana? 
Kalau saya pribadi sih nggak masalah 
apa-apa ya mbak meskipun ada 
perbedaan pendapat. Kalau saya 
pribadi dari awal sudah pro dengan 
vasektomi daripada tubektomi mbak. 
Toh itu juga masih bisa disambung to 
mbak. Selama ada manfaat disitu 
kenapa tidak? 
Perbedaan sebelum dan 
sesudah vasektomi apa ya 
pak? 
Lebih tenag mbak, terlihat lebih muda 
juga, melakukan hubungan lebih 
nyaman los ngono lho mbak dan lebih 
asik dari sebelumnya. Nggak  perlu 
ngingetin istri juga buat suntik mbak. 
 
 
6. Nama : Bapak AW 
Waktu : 16 Juni 2019, pukul 12.59 – 14.15 
Peneliti  Bapak AW 
Nama saya Oktivia dari IAIN 
Surakarta pak, yang kemarin 
chat njenengan. Mau 
bertanya tentang vasektomi 
pak. 
Ooo iya mbak, gak usah perkenalan 
lagi ya. Sudah tau nama saya. Begini 
mbak, dulu diawal-awal program itu 
vasektomi dari sudut pandang agama 
belum diperbolehkan karena, 
Indonesia belum memiliki dokter  
ahli rekanalisasi. Maka MUI belum 
membolehkan, setelah Indonesia 
memiliki dokter ahli yang seandainya 
akseptor tersebut ingin memulihkan 
kembali fungsi kelaki-lakiannya 
maka sudah ada ahlinya. Karena dari 
sudut pandang agama, mencegah 
kelahiran tidak diperbolehkan dan 
sekarang karena sudah ada ahli 
rekanalisasi maka vasektomi 
diperbolehkan. Meskipun prosentase 
keberhasilan tidak bisa 100% pulih. 
Oleh karena itu, persyaratan untuk 
melakukan vasektomi sangat 
kompleks. Mulai dari masalah 
kesehatan, jangan sampai ketika ada 
hal negatif terjadi yang disalahkan 
vasektominya. Padahal memang 
orang tersebut sudah memiliki 
riwayat penyakit serius. Seperti 
penyakit jantung, gula, karena gula 
ini dapat membuat disfungsi kelaki-
lakiannya. 
Bisa menjadi alibi ya pak jika 
kondisi kesehatan tidak 
memenuhi ketentuan? 
Nah iya, jadi bisa menyalahkan 
vasektominya. Kumudian kedua, 
vasektomi rentan terhadap 
keharmonisan rumah tangga. Oleh 
karena itu diperlukan persetujuan 
suami istri yang benar-benar sepakat. 
Nek wong lanang wes ra iso 
menghamili terus ko iso jajan 
sembarangan, dolan sak gon-gon. 
Maka harus ada kesepakatan antara 
kedua belah pihak. Kalau saya justru 
istri saya yang mendorong saya 
melakukan vasektomi. Kalau 
inisiatifnya dari saya, saya nggak 
enak, ya takutnya itu tadi  jajan sak 
gon-gon. Kan kalau perempuan itu 
harus dijaga perasaanya, saya 
menjaga perasaan istri saya. Istri juga 
bosan karena menggunakan KB IUD 
karena sudah lebih dari 15 tahun. 
Karena inisiatif istri maka akhirnya 
saya mau. 
Lalu darimana bapak tahu 
informasi tersebut? 
Karena saya kan orang pemerintah, 
rekan saya juga banyak yang dari 
Penyuluhan Keluarga Berencana. Ya 
saya tahunya dari situ. Selain itu juga 
melalui baca-baca. 
Dulunya bapak bekerja 
dimana? 
Di PEMDA Kabupaten Sukoharjo 
saya. 
Berarti ini ibu sudah tidak KB 
pak? 
Enggak mbak 
Saat ibu menggunakan KB 
IUD, ada efek sampingnya 
tidak pak? 
Kalau IUD kan non kimia mbak, kita 
menghindari ngangkat yang terlalu 
berat. Tapi kalau seperti suntik yang 
cocok jadi gemuk, haid tidak lancar 
atau tidak haid. Suntik dan implan 
sama-sama kimiawi. Kalau non 
kimia untuk perempuan paling aman 
IUD. Kalu yang permanen 
perempuan tubektomi atau MOW san 
laki-laki MOP atau vasektomi. 
Kemudian untuk mencapai 
kata sepakat antara ibu dan 
bapak butuh waktu berapa 
lama? 
Kalau saya enggak, karena itu kan 
inisiatif istri saya 
Ibu tahu info vasektomi dari 
mana? 
Kan ibu ikut PKK, baca-baca  dan 
media juga mbak. kalau di PKK itu 
juga dijelaskan mbak. 
Operasi vasektominya 
dimana pak? 
Di Klaten mbak di Sang Timur. Dulu 
Cuma bisa di sana sekarang di RSUD 
Sukoharjo. Dan alhamdulillah di 
Sukharjo ini penghargaan untuk 
PEMDA paling tinggi diantara 
Kabupaten lain. Dan saya juga sering 
dapat undangan untuk mengisi 
penyuluhan mbak, sampai luar kota. 
Iya pak, salah satu 
narasumber saya mengatakan 
mendapatkan testimoni dari 
Anda.  
Begini mbak, dulu pandangan orang 
vasektomi sama dengan kebiri. 
Padahal berbeda jauh, kalau 
vasektomi saluran keluarnya sperma 
dipotong tetapi fungsi kelaki-lakian 
masih berfungsi. Sedangkan kalau 
kebiri, otomatis fungsi kelaki-
lakiannya hilang. Jadi sangat 
berbeda, bahkan dari hasil vasektomi, 
karena sperma tidak bisa keluar maka 
akan diserap kembali oleh tubuh 
sehingga lebih sehat dan terlihat lebih 
muda. 
Bapak punya berapa anak? Saya punya 2 anak, yang pertama 
kelahiran tahun 1985 dan yang kedua 
kelahiran tahun 1994. Jadi saya 
punya cucu 1 dari anak saya yang 
pertama. 
Usia saat melakukan 
vasektomi berapa pak? 
Ya sekitar 50 tahunan mbak. 
Apakah ibu sudah 
menopause? 
Baru mulai tahun ini mbak. 
Setelah operasi ada 
pantangan atau anjuran yang 
harus dilakukan tidak pak? 
Ya kalau itu begini mbak, untuk 
membersihkan saluran tadi, maka 
harus melakukan 20x ejakulasi 
dahulu kalau ingin benar-benar 
bersih. Jadi selama 20x ejakulasi saat 
berhubungan tetap harus 
menggunakan kontrasepsi lain. 
Apa perbedaan sebelum dan 
sesudah vasektomi? 
Gak ada mbak, malah lebih nyaman 
bahkan kesehatan juga biasa saja. 
Pendapat anda mengenai 
program bupati Sukoharjo 
dengan memberikan stimulan 
2 juta ini bagaimana? 
Ya menurut saya bagus, sayangnya 
dinas kurang kreatif dalam 
menangkap peluang program 
tersebut. 
Program tersebut diberikan 
dengan kuota sekian dari 
pemerintah ataukah, siapa 
saja yang ingin dan mau 
melakukan vasektomi diberi 
dana bantuan 2 juta? 
Kalau itu diberi kuota 100 akseptor 
baru, dan anggaran diambilkan dari 
APBD. Nanti sistemnya setelah 
operasi, dinas PPKBP3A membuat 
laporan pertanggungjawaban 
kemudian dinas mengajukan ke 
pemerintah Kabupaten Sukoharjo. 
Menurut bapak, persepsi anda 
mengenai  vasektomi dari 
sudut pandang Islam? 
Kalau menurut saya ya mbak, yang 
namanya rizki kita yakini sudah 
diatur darisana, manusia kan wajib 
berusaha salah satunya adalah 
merencanakan. Hal tersebut termasuk 
ikhtiarnya manusia 
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 PENGANTAR TIM PENYUSUN 
 
Alhamdu lillah, puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan untuk 
menyelesaikan hasil-hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV ini dalam bentuk buku, 
sehingga dapat hadir di tengah pembaca. Shalawat dan salam ke hadirat junjungan nabi besar 
Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya serta juga untuk kita semua, 
amin. 
Buku ini merupakan himpunan hasil-hasil Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-
Indonesia IV yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya Jawa Barat pada 
29 Juni sampai dengan 2 Juli 2012. Hasil-hasil Keputusan yang terhimpun dalam buku ini 
merupakan hasil ijtihad kolektif (ijtihad jama’i) yang dilakukan oleh para ulama, zu’ama, dan 
cenedekiawan muslim se-Indonesia yang hadir dalam forum terhormat tersebut. Pembahasan 
materi untuk kepentingan pendalaman dilakukan dalam sidang-sidang komisi, dan kemudian 
diambil keputusannya melalui Sidang Pleno Ijtima.  
Bersamaan dengan himpunan hasil Ijtima, dalam buku ini juga disertakan kumpulan 
makalah dan kertas kerja yang disiapkan khusus untuk memberikan perspektif dan wawasan agar 
pembahasan lebih mendalam serta komperehensif. Beberapa makalah juga dipresentasikan dalam 
sidang paparan materi pada saat acara Ijtima. Kumpulan makalah ini merupakan karya yang 
bersifat akademik, dan merupakan pandangan penulis mengenai berbagai masalah yang dibahas. 
Pertanggungjawaban akademiknya juga bersifat individu. Dalam pelaksanaan Ijtima Ulama ini, 
makalah yang ada di tangan pembaca ini bersifat positioning paper untuk menambah khazanah 
kajian dan pembahasan tema-tema Ijtima. 
Di samping buku ini, sedang disiapkan buku terpisah yang memuat prosiding dan 
transkripsi utuh jalannya sidang-sidang Ijtima Ulama, sehingga bisa diikuti secara utuh dinamika 
perdebatan, pembahasan, dan pengkajian atas berbagai masalah yang kemudian menyepakati 
himpunan keputusan ini. 
Atas terwujudnya buku himpunan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua 
pihak yang membantu, terutama Tim sinkronisasi yang menindaklanjuti hasil keputusan sidang 
Pleno, juga kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia yang memberikan dukungan 
terwujudnya naskah ini. 
 Terakhir, semoga kehadiran buku ini dapat mendatangkan manfaat dalam memberikan 
panduan keagamaan dan praktek bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara guna mencapai 
baldatun thayyibatun wa rabbun ghafuur.  
 
Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamith Tharieq 
 
Jakarta, Agustus 2012 
 
 
SAMBUTAN DEWAN PIMPINAN 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 
 
 
Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah SWT serta bantuan berbagai pihak Majelis Ulama 
Indonesia akhirnya dapat  menerbitkan buku “Solusi Hukum Islam”, yang merupakan himpunan 
hasil-hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV yang diselenggarakan di Pesantren 
Cipasung Tasikmalaya Jawa Barat, mulai 29 Juni sampai dengan 2 Juli 2012. 
Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia, di samping untuk menjawab masalah-masalah 
aktual keagamaan (masā'il dīniyyah mu'āshirah), juga dalam rangka peneguhan posisi Komisi 
Fatwa, baik di pusat maupun di daerah dan ajang musyawarah bersama lembaga fatwa organisasi 
kemasyarakatan Islam yang ada di Indonesia. Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ini, juga 
memberi ruang partisipasi Komisi Fatwa Daerah, serta lembaga-lembaga organisasi masyarakat 
(ormas), Ulama pesantren dan cendekiawan perguruan tinggi Islam. 
Ijtima' Ulama Komisi Fatwa, pertama kali dilaksanakan pada tahun 2003 di Jakarta. Dalam 
forum tersebut, dibahas berbagai masalah keagamaan, baik masail wathaniyyah maupun masail 
fiqhiyyah waqi'iyyah mu'ashirah, yang salah satunya adalah tentang bom bunuh diri; tentang 
terorisme, dan tentang bunga bank. Ijtima Ulama Komisi Fatwa II dilaksanakan di  Gontor tahun 
2006, dan menghasilkan tiga masalah utama; pertama masalah strategis kebangsaan (masā'il 
asāsiyyah wathāniyyah), yang meliputi peneguhan bentuk dan eksistensi NKRI, harmonisasi 
kerangka berpikir keagamaan, taswiyah al-manhaj,dan tansīq al-harakah. Kedua, masalah aktual 
kontemporer (masā'il wāqi'iyyah mu'āshirah) yang antara lain meliputi fatwa tentang SMS 
Berhadiah, Nikah di Bawah Tangan, dan Pembiayaan Pembangunan dengan Utang. Ketiga, 
masalah hukum dan perundang-undangan (masā'il qānuniyyah) yang lebih bersifat rekomendasi. 
Sedang Ijtima Ulama Komisi Fatwa III dilaksanakan di  Padang Panjang Sumatera Barat tahun 
2009, juga menghasilkan tiga masalah utama. Masalah yang cukup menjadi diskusi public 
sebagai hasil Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa III adalah soal hukum merokok, bank mata serta 
tanggung jawab warga Negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. 
Respons positif muncul dari berbagai pihak atas pelaksanaan Ijtima' Ulama tersebut. Di 
samping itu, secara internal, forum tersebut juga dapat berfungsi sebagai wahana koordinasi dan 
silaturrahmi antar komisi Fatwa MUI dari berbagai daerah, serta lembaga-lembaga fatwa Ormas 
Islam tingkat Pusat. Pelibatan peserta yang luas dan lintas golongan ini diharapkan agar setiap 
hasil ijtihad para peserta yang terumuskan dalam keputusan Ijtima’ dapat diterima secara luas 
oleh masyarakat dan benar-benar menjawab apa yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat dan 
bangsa ini. 
Dalam rangka menjawab berbagai permasalahan keumatan dan kebangsaan di atas, serta 
menjaga keberlanjutan program yang baik ini, dipandang perlu  untuk menyelenggarakan Ijtima' 
Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV di Cipasung ini. Diharapkan, pertemuan ini dapat 
menjawab berbagai persoalan keagamaan kontemporer dewasa ini, baik masalah-masalah 
kenegaraan (masail asasiyah wathaniyah), masalah fikih dan hukum Islam tematik kontekstual 
(masail waqi'iyyah  mu'ashirah) serta masalah hukum dan perundang-undangan nasional (masail 
qanuniyyah).  
Himpunan Hasil Ijtima Ulama yang terdapat dalam buku ini merupakan hasil ijtihad 
kolektif para ulama Indonesia yang berasal dari berbagai unsur dan latar belakang. Hadir dalam 
forum Ijtima tersebut pimpinan dan anggota Komisi Fatwa MUI Pusat serta Komisi Fatwa MUI 
provinsi se-Indonesia, para pimpinan lembaga fatwa ormas-ormas Islam Tingkat Pusat, para 
pimpinan Fakultas Syari’ah PTAI, pimpinan pondok pesantren,  unsur pemerintah yang terkait 
semisal Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, Mahkamah Agung, para hakim 
agama, serta para ahli. Bahkan, hadir pula lembaga fatwa dari luar negeri. Tentu tidak berlebihan 
jika hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ini disebut sebagai “Ijma Ulama Indonesia”.  
Hasil Ijtima Ulama ini, sesuai pembahasan awalnya, dikelompokkan menjadi tiga bagian. 
Pertama, masalah-masalah Strategis Kebangsaan (masail asasiyah wathaniyah), yang meliputi; 
(i) Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik Menurut Islam (Mabâdi’ Al-Hukûmah Al-Fâdhilah); 
(ii) Kriteria Ketaatan Kepada Ulil Amri (Pemerintah) Dan Batasannya; (iii) Implementasi 
Konsep HAM Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara; (iv) Etika Berdemonstrasi dan 
Kebebasan Berekspresi; dan (v) Pemilihan Umum Kepala Daerah. Kedua, masalah Fikih 
Kontemporer (masail fiqhiyyah  mu'ashirah) yang meliputi; (i) talak di luar pengadilan; (ii) 
penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi; (iii) tindak pidana pencucian uang; (iv) hukuman 
bagi produsen, bandar, pengedar, dan penyalahguna narkoba; (v) nikotin sebagai bahan aktif 
produk konsumtif untuk kepentingan pengobatan; (vi) kewajiban bertransaksi secara syari’ah; 
(vii) Dana Talangan Haji; (viii) Status Kepemilikan Setoran BPIH; (ix) Hukum Penempatan 
Dana BPIH di Bank Konvensional; (x) Formalin, Boraks dan Bahan Kimia; (xi) Status Hukum 
Tanah Masjid; (xii) Shalat Jumat di gedung serbaguna; dan (xiii) Vasektomi. Ketiga, Masalah 
Hukum dan perundang-undangan (Masail Qanuniyyah). 
Akhirnya, atas nama Majelis Ulama Indonesia kami mengucapkan terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada Tim Penyusun, Tim Perumus, Tim Sinkronisasi,  dan semua pihak yang 
telah membantu terbitnya buku ini. Harapan kami, mudah-mudahan buku yang merupakan 
himpunan hasil-hasil Ijtima Ulama ini memberi manfaat yang sebesarnya bagi masyarakat, 
dalam rangka ikhtiar mewujudkan masyarakat yang beragama (mutadayyin) dan berperadaban 
(mutamaddin). 
 
Jakarta, Ramadhan 1433 H 
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Ketua Umum,  Sekretaris Jenderal, 
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KEPUTUSAN  
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV 
Tentang 
MASALAH-MASALAH STRATEGIS KEBANGSAAN (MASAIL ASASIYYAH WATHANIYYAH) 
 
[(i) Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik Menurut Islam (Mabâdi’ Al-Hukûmah Al-Fâdhilah); (ii) Kriteria 
Ketaatan Kepada Ulil Amri (Pemerintah) Dan Batasannya; (iii) Implementasi Konsep HAM Dalam Kehidupan 
Berbangsa dan Bernegara; (iv) Etika Berdemonstrasi dan Kebebasan Berekspresi; dan (v) Pemilihan Umum Kepala 
Daerah] 
 
Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV Tanggal 9 – 12 Sya’ban 1433 H/ 29 Juni – 2 Juli 2012 M 
setelah :  
 
Menimbang :  1.Bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah 
kontemporer yang terkait dengan masalah strategis kebangsaan, baik yang terkait 
dengan masalah kenegaraan, kebangsaan, maupun keumatan yang muncul dan 
dihadapi bangsa Indonesia; 
2. bahwa terhadap masalah tersebut banyak yang beririsan dengan masalah keagamaan 
dan membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama, zu’ama dan cendekiawan 
muslim; 
3. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan jawaban hukum berupa keputusan Ijtima 
Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman. 
 
Mengingat:  1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan 
masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik dari al-Quran, Hadis, ijma’, 
qiyas, dan dalil-dalil lain yang mu’tabar; 
2. Berbagai pertimbangan akademik dan timbangan maslahah– mafsadah yang 
disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan. 
 
Memperhatikan:   1. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-
Indonesia; 
2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa 
se-Indonesia; 
3. Paparan Menteri Agama RI dan Ketua IPHI dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi 
Fatwa se-Indonesia mengenai problematika penyelenggaraan ibadah haji; 
4. Paparan materi dari Ketua PPATK, Penasehat KPK, Dirjen Perundang-undangan 
Kementerian Hukum dan HAM serta Ahli Hukum Dr. Yenti Garnasih, SH, MH 
dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Tindak 
Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset Koruptor; 
5. Paparan materi Menteri BUMN, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), dan Ahli 
Hukum Fajrul Falah dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia 
mengenai Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik: Mengurai Problem 
Ketatanegaraan serta Relasi Ideal Antara Negara dan Rakyat Terkait Pengelolaan 
Kekayaan Negara; 
6. Paparan Prof. Dr. Din Syamsudin dan Abdul Hakim Garuda Nusantara dalam Sidang 
Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia  mengenai Implementasi HAM dalam 
Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Perspektif Indonesia; 
7. Paparan materi Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Wakil Ketua 
Komisi II DPR-RI mengenai dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-
Indonesia Menimbang Maslahah – Mafsadah Pemilukada Gubernur dan 
Bupati/Walokota secara Langsung; 
8. Penjelasan Ketua Tim Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV; 
9. Pendapat dan masukan yang berkembang pada sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi 
Fatwa se-Indonesia; 
10.Pendapat-pendapat yang berkembang pada sidang-sidang Komisi Ijtima Ulama 
Komisi Fatwa se-Indonesia. 
 
MEMUTUSKAN 
 
Menetapkan :  
1. Hasil Sidang Komisi A tentang Masalah-masalah Strategis Kebangsaan (Masail Asaiyyah Wathaniyyah) 
yang meliputi; (i) Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik Menurut Islam (Mabâdi’ Al-Hukûmah Al-
Fâdhilah); (ii) Kriteria Ketaatan Kepada Ulil Amri (Pemerintah) Dan Batasannya; (iii) Implementasi Konsep 
HAM Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara; (iv) Etika Berdemonstrasi dan Kebebasan Berekspresi; 
dan (v) Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang keputusan utuhnya sebagaimana terlampir. 
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2. Menjadikan hasil-hasil Ijtima yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai pedoman, baik dalam kebijakan 
regulasi maupun dalam pelaksanaan keseharian. 
3. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima ini kepada masyarakat untuk dijadikan 
pedoman. 
4. Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, maka 
akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya. 
 
Ditetapkan di  : Pesantren Cipasung Tasikmalaya 
Pada Tanggal : 11 Sya’ban 1413 H 
  1  J u l i      2012 M 
 
PIMPINAN SIDANG PLENO VI 
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN 2012 
KETUA     SEKRETARIS 
 
 
 
KH. DR. MA’RUF AMIN  DR.HM.ASRORUN NI’AM SHOLEH, MA 
 
  
VII 
VASEKTOMI 
 
A. DESKRIPSI MASALAH 
Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, pada 1979 telah memfatwakan bahwa 
vasektomi/tubektomi hukumnya haram. Fatwa yang ditetapkan pada 13 Juni 1979 ini 
diputuskan setalah membahas kertas kerja yang disusun oleh KH. Rahmatullah Siddiq, 
KHM. Syakir, dan KHM. Syafi'i Hadzami, yang menegaskan bahwa; (i) pemandulan 
dilarang oleh agama; (ii) vasektomi/tubektomi adalah salah satu bentuk pemadulan; dan 
(iii) di Indonesia belum dapat dibuktikan bahwa vasectomi/tubektomi dapat disambung 
kembali. 
Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, kini vasektomi dapat dipulihkan 
kembali pada situasi semula. Menyambung saluran spermatozoa (vas deferen) dapat 
dilakukan oleh ahli urologi dengan menggunakan operasi menggunakan mikroskop. 
Namun, kemampuan untuk dapat mempunyai anak kembali akan sangat menurun 
tergantung lamanya tindakan vasektomi. 
Vasektomi, yang dalam terminologi BKKBN dikenal dengan istilan MOP (Medis Operasi 
Pria) merupakan salah satu metode kontrasepsi efektif yang masuk dalam system 
Program BKKBN. Kelebihan alat kontrasepsi ini adalah memiliki efek samping sangat 
kecil, tingkat kegagalan sangat kecil dan berjangka panjang. 
Kalau dulu MOP dianggap permanen, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap 
vasektomi/tubektomi dengan ditemukannya “rekanalisasi” (penyambungan ulang)? 
 
B. KETENTUAN HUKUM 
Vasektomi hukumnya haram, kecuali :  (a) untuk tujuan yang tidak menyalahi syari’at 
(b) tidak menimbulkan kemandulan permanen (c) ada jaminan dapat dilakukan 
rekanalisasi yang dapat mengembalikan fungsi reproduksi seperti semula (d) tidak 
menimbulkan bahaya (mudlarat) bagi yang bersangkutan, dan (e) tidak dimasukkan ke 
dalam program dan  methode kontrasepsi mantap. 
  
C. REKOMENDASI 
 
1. Pemerintah diminta tidak mengampanyekan vasektomi secara terbuka, umum dan 
massal sebagai salah satu bentuk alat kontrasepsi untuk masyarakat. Vasektomi 
dimungkinkan hanya untuk orang-orang tertentu yang memenuhi persyaratan 
sebagaimana di atas. 
2. Pemerintah harus melakukan sosialisasi secara baik, transparan dan obyektif 
mengenai manfaat dan bahaya vasektomi bagi masyarakat; termasuk biaya yang 
mahal terhadap praktek rekanalisasi jika menginginkan untuk penyambungan 
kembali, dan kemungkinan kegagalan yang tinggi. 
3. Perlu ada edukasi kepada masyarakat untuk bertanggung jawab dalam kehidupan 
keluarga, dengan kewajiban menyiapkan keturunan yang sehat dan unggul serta 
tidak meninggalkan generasi yang lemah dan tidak berpendidikan. 
4. Pemerintah perlu memastikan bahwa penggunaan alat kontrasepsi KB harus 
digunakan untuk hal yang legal, untuk tujuan mengatur keturunan (tanzhim al-nasl) 
dan mewujudkan keluarga sakinah serta mencegah terjadinya penggunaan alat 
kontrasepsi untuk tujuan dan aktifitas yang diharamkan seperti perzinaan, 
pembatasan keturunan (tahdid al-nasl), pemandulan (ta’qim) dan sejenisnya. 
 
D. DASAR PENETAPAN 
1. Firman Allah SWT : 
 
 َلاَو ااناَسْحّإ ّنَْيدّلاَوْلاّبَو اائْيَش ّهّب ْاوُكّرُْشت ََّلاأ ْمُكْيَلَع ْمُكُّبَر َم َّرَح اَم ُْلَتأ ْاْوَلاََعت ُْلق ْمُُكقُزَْرن ُنْحَّن ٍقَلْمإ ْن ّهم مَُكَدلاَْوأ ْاُوُلتَْقت
 َب اَمَو اَهْنّم َرَهَظ اَم َشّحاَوَفْلا ْاُوبَرَْقت َلاَو ُْمهاَّيّإَو ُْمكََّلعَل ّّهب ْمُكا َّصَو ْمُكَّلذ ّ هقَحْلاّب َّلاّإ ُ هاللّ َم َّرَح ّيتَّلا َسْفَّنلا ْاُوُلتَْقت َلاَو َنَط
 َنُولّقَْعت 
Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: 
janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua 
orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut 
kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu 
mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang 
tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah 
(membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar518". Demikian itu yang 
diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya). [QS. Al-An'am :151] 
 
2. Firman Allah SWT al-Isra: 31 
 
 ااريّبَك ااءْطّخ َناَك ْمُهَْلَتق َّنإ مُكاَّيّإَو ْمُُهقُزَْرن ُنْحَّن ٍقلْمّإ ََةيْشَخ ْمَُكدلاَْوأ ْاُوُلتَْقت َلاَو  
Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang 
akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka 
adalah suatu dosa yang besar. (QS. Al-Isra' : 31) 
 
3. Firman Allah SWT al-Syura: 50 
 
 ٌريَّدق ٌميّلَع ُهَّنّإ ا اميّقَع ُءاَشَي نَم َُلعَْجيَو ااثاَنّإَو ااناَرُْكذ ْمُهُج ّ هوَُزي َْوأ  
"… atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang 
dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya 
Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. [QS. Al-Syura 42:50] 
 
4. Fiman Allah SWT: 
ّيثَكّل َنَّيَز َكَّلذَكَو ُ هاللّ ءاَش ْوَلَو ْمُهَنيّد ْمّهْيَلَع ْاوُسّبَْليّلَو ُْمهُودُْريّل ُْمهُؤآَكَرُش ْمّهَّدلاَْوأ َْلتَق َنيّكّرْشُمْلا َن ّهم ٍر اَمَو ُْمهَْرَذف ُهُوَلعَف اَم 
 َنوَُرتْفَي  
Dan demikianlah pemimpin-pemimpin mereka telah menjadikan kebanyakan dari orang-
orang musyrik itu memandang baik membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan 
mereka dan untuk mengaburkan bagi mereka agama-Nya. Dan kalau Allah menghendaki, 
niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggallah mereka dan apa yang mereka ada-
adakan. [QS. Al-An'am 6:137]  
 
5. Firman Allah SWT: 
 َخ َّنُّرهيَُغيََلف ْمُهَّنَرُملَْو ّمَاعَْنلأا َنَاذآ َّنُّكهتَُبَيَلف ْمُهَّنَرُملَْو ْمُهََّنّيهنَُملأَو ْمُهَّنَّلُّضلأَو َْدقَف ّ هاللّ ّنُود ن ّهم ا اهيّلَو َناَطْي َّشلا ّذّخَّتَي نَمَو ّ هاللّ َقْل
 ّب ُّم ااناَرْسُخ َرّسَخ ااني  
"… dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-
angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang 
ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya351, dan akan aku suruh mereka 
(mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya352". Barangsiapa yang 
menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita 
kerugian yang nyata. [QS. Al-Nisa' 4:119] 
6. Hadis-hadis Nabi Muahammad SAW, riwayat Ad-Darimi : 
 َع ّن  ْلا ُم ّغ ْي َر ّة  َق َلا َن : َه َر ى ُس ْو ُل  ّالله   َع  ملسو هيلع الله ىلص ْن  َو ْأ ّد  ْلا َبَن ّتا  َو ُع ُق ْو َق  ْا ُلأ َّم َه ّتا  َو َع ْن  َم ْن ٍع  َو َه ٍتا  َو َع ْن  ّق ْي َل 
 َو َاق َل  َو َك ْث َر ّة  ُّسلا َؤ ّلا  َو ّإ َض َعا َة ّلاَمْلا . 
Dari Mughirah ra ia berkata: "Rasulullah saw melarang mengubur anak perempuan 
(hidup-hidup), durhaka pada orang tua, menarik pemberian, berkata tanpa jelas 
sumbernya (hanya katanya katanya), banyak meminta, dan menghambur-hamburkan harta 
(HR. Al-Darimi) 
7. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Ahmad : 
 َع ّن  ْب ّن  َم ْس ُع ْو ٍد  َق َلا  َس : ّم ْع ُت  َر ُس ْو َل  ّالله   َي ملسو هيلع الله ىلص ْل َع ُن  ْلا ُم َتَن ّهم َص ّتا  َو ْلا ُم َت َف ّهل َج ّتا  َو ْلا ُم ْو ّش َم ّتا  َّلا ّتل ُي يَغ ّهي ْر َن 
 َخ ْل َق  ّالله. 
Dari Ibn Masud ra ia berkata: Saya mendengar rasulullah saw melaknat perempuan yang 
memendekkan rambutnya, membuat tato yang merubah ciptaan Allah". [HR. Ahmad] 
8. Kaidah Ushuliyyah: 
 َّنلا ْه ُي  َع ّن  َّشلا ْي ّء َن ْه ٌي  َع ْن  َو َس ّئا ّل ّه 
"Larangan terhadap sesuatu  juga merupakan larangan terhadap sarana-sarananya" 
9. Kaidah Ushuliyyah 
 ْلا ُح ْك ُم  َي ُد ْو ُر  َم َع  ّع َّل ّت ّه  ُو ُج ْو اد َو ا  َع َد اما 
 "Penetapan hukum tergantung ada-tidaknya 'illat" 
10. Kaidah Fiqhiyyah: 
 َلا ُي  ْن َك ُر  َتَغ ُّي ُر  َْلأا ْح َك ّما  ّب َت َغ ُّي ّر  َْلأا ْز ّمَن ّة  َو  َ ْلأا ْم ّك َن ّة  َو َْلأا ْح َو ّلا  َو  ْلا َع َو ّئا ّد 
"Tidak diingkari adanya perubahan hukum sebab adanya perubahan waktu, tempat, 
kondisi, dan kebiasaan" 
 
11. Fatwa MUI Tanggal 13 Juni 1979 yang  menetapkan bahwa vasektomi/tubektomi 
hukumnya haram. Fatwa yang ditetapkan pada 13 Juni 1979 ini diputuskan setalah 
membahas kertas kerja yang disusun oleh KH. Rahmatullah Siddiq, KHM. Syakir, 
dan KHM. Syafi'i Hadzami, yang menegaskan bahwa; (i) pemandulan dilarang 
oleh agama; (ii) vasektomi/tubektomi adalah salah satu bentuk pemadulan; dan 
(iii) di Indonesia belum dapat dibuktikan bahwa vasectomi/tubektomi dapat 
disambung kembali. 
12. Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III di Padang Panjang Sumatera 
Barat pada 2009 yang memutuskan bahwa praktek vasektomi hukumnya haram. 
Hal ini mengingat vasektomi sebagai alat kontrasepsi dilakukan dengan 
memotong saluran sperma, dan hal itu berakibat terjadinya kemandulan tetap. 
Upaya rekanalisasi (penyambungan kembali) tidak menjamin pulihnya tingkat 
kesuburan kembali yang bersangkutan.  
13. Surat Kementerian Kesehatan nomor TU.05.02/V/1016/2012 yang menyatakan 
bahwa berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Ikatan Ahli Urologi Indonesia 
(IAUI) bahwa pasca tindakan vasektomi dapat dilakukan rekanalisasi 
(penyambungan kembali saluran spermatozoa), di mana tindakan rekanalisasi 
tersebut pada saat ini telah terbukti berhasil mengembalikan fungsi saluran 
spermatozoa serta memulihkan kesuburan seperti sebelum dilakukan vasektomi. 
Hasil tindakan rekanalisasi ini dapat dipertanggung jawabkan, baik secara medis 
maupun professional. 
14. Penjelasan Perhimpunan Dokter Spesialis Urologi Indonesia (IAUI), Vasektomi 
adalah tindakan memotong dan mengikat saluran spermatozoa (vas deferens) 
dengan tujuan menghentikan aliran spermatozoa, sehingga air mani tidak 
mengandung spermatozoa pada saat ejakulasi tanpa mengurangi volume air mani. 
Dalam penjelasan tersebut, ada dua unsur tindakan dalam vasektomi, yaitu 
memotong saluran yang asalnya tersambung dan kemudian mengikatnya untuk 
kepentingan menghentikan aliran spermatozoa. Tindakan memotong adalah 
masuk kategori taghyir yang tidak dibenarkan secara syar’i kecuali ada kondisi 
tertentu yang mengharuskan adanya pemotongan (dlarurah atau hajah). 
15. BKKBN Jawa Timur dalam situs resmi menyatakan bahwa salah satu kelemahan 
vasektomi adalah tidak dapat dilakukan pada orang yang masih ingin mempunyai 
anak lagi. Ini menunjukkan bahwa vasektomi pada hakekatnya dipersiapkan 
sebagai alat kontrasepsi yang permanen, dan tidak ditujukan bagi orang yang 
bertujuan untuk mengatur kelahiran (tanzhim al-nasl). 
16. Jawaban BKKBN Pusat atas pertanyaan tentang untung ruginya vasektomi, 
sebagaimana tertera dalam laman resminya, sebagai berikut: Vasektomi 
merupakan metode kontrasepsi mantap (Kontap) jadi salah satu syarat menjadi 
peserta vasektomi adalah pasangan suami isteri yang sudah tidak ingin menambah 
jumlah anak lagi dikemudian hari, karena walaupun bisa dilakukan rekanalisasi 
(penyambungan kembali) saluran sperma tetapi kembalinya kesuburan tidak 
seperti semula dan biaya rekanalisasi itu relatif mahal.  
 
Ditetapkan di  : Cipasung 
Pada Tanggal : 11 Sya’ban 1413 H 
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BUPATI SUKOHARJO 
PROVINSI JAWA TENGAH 
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO 
NOMOR 23 TAHUN 2017 
________ 
TENTANG 
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PESERTA KELUARGA BERENCANA 
MEDIS OPERASI PRIA 
BUPATI SUKOHARJO, 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kepesertaan 
Program Keluarga Berencana khususnya Medis 
Operasi Pria agar sesuai hasil yang diharapkan, 
perlu diberikan bantuan sosial kepada Peserta 
Keluarga Berencana Medis Operasi Pria yang terkait; 
b. peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk 
memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam 
menyelenggarakan pemberian bantuan sosial 
program kb di daerah, untuk mengoptimalkan 
kepesertaan program kb khususnya MOP; 
c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, maka perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian 
Bantuan Sosial Peserta Keluarga Berencana Medis 
Operasi Pria; 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4355); 
5. Undang-Undang Nomor  36  Tahun   2009  tentang  
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 
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6. Undang-Undang Nomor  44  Tahun   2009  tentang  
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 
7. Undang-Undang  Nomor   52 Tahun 2009 tentang 
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan 
Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 52);  
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036); 
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam 
Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 
Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 54); 
-3- 
 
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga 
Berencana Nasional Indonesia Nomor 55/HK-
010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal 
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 
di Kabupaten/Kota; 
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 
Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Nomor 172); 
 
MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN 
SOSIAL PESERTA KELUARGA BERENCANA MEDIS 
OPERASI PRIA. 
BAB I 
KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo. 
4. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana 
dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak yang selanjutnya disebut Dinas PPKB dan P3A 
adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 
Berencana dan Pemberdayaan Perempuandan 
Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo. 
5. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB 
adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan 
usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui 
promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan 
hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang 
berkualitas. 
6. Medis Operasi Pria yang selanjutnya disingkat MOP 
adalah metode sterilisasi dengan cara mengikat atau 
memotong saluran sperma pria. 
7. Pasangan Usia Subur yang selanjutnya disingkat 
PUS adalah pasangan suami istri yang terkait dalam 
perkawinan yang sah, yang istrinya berumur antara 
15 (lima belas) tahun sampai dengan 49 (empat 
puluh sembilan) tahun dan secara operasional 
termasuk pula pasangan suami istri yang istrinya 
berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun dan telah 
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haid atau istri berumur lebih dari 50 (lima puluh) 
tahun tetapi masih haid. 
8. Penerima bantuan sosial adalah Peserta KB MOP 
penduduk Kabupaten Sukoharjo. 
 
BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN DIBERIKAN BANTUAN SOSIAL 
Pasal 2 
 
(1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan sosial ini 
dimaksudkan sebagai wujud kepedulian kepada 
peserta KB khususnya MOP. 
(2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) bertujuan: 
a. untuk mengoptimalkan kepesertaan Program KB 
khususnya MOP; dan 
b. untuk memberikan jaminan keberlangsungan 
kehidupan keluarga setelah suami sebagai kepala 
keluarga harus istirahat untuk beberapa hari 
karena melakukan KB MOP. 
 
BAB III 
KRITERIA DAN BESARNYA BANTUAN SOSIAL  
PESERTA KB MOP 
Pasal 3 
 
(1) Kriteria peserta KB MOP penerima bantuan sosial 
adalah: 
a. calon peserta terikat dalam perkawinan yang sah, 
harmonis dan merupakan PUS; 
b. telah mempunyai anak hidup sekurang kurangnya 
2 (dua) orang dan jika anak hanya dua orang 
maka umur anak yang terkecil minimal telah 2 
(dua) tahun; 
c. anak yang dimiliki dalam keadaan sehat fisik dan 
mental; 
d. umur istri telah lebih dari 25 (dua puluh lima) 
tahun; dan 
e. telah melakukan tindakan MOP.  
(2) Besarnya bantuan sosial kepada peserta KB MOP 
sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per 
akseptor.  
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BAB IV 
PENGANGGARAN 
Pasal 4 
 
(1) Pemberian bantuan sosial peserta KB MOP 
bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo. 
(2) Bantuan sosial MOP dianggarkan dalam DPAPPKD 
dan/atau DPPAPPKD pada kelompok belanja tidak 
langsung, jenis belanja bantuan sosial, objek belanja 
bantuan sosial, rincian objek bantuan sosial. 
 
BAB V 
TATA CARA PENGAJUAN 
Pasal 5 
 
(1) Peserta KB MOP sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3, mengajukan permohonan bantuan sosial 
kepada Bupati melalui Kepala Dinas PPKB dan P3A; 
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilampiri dengan: 
1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan fotocopy 
Kartu Keluarga; 
2) Fotocopy lembar Persetujuan Tindakan Medik 
(Informed Consent) Pelayanan Kontrasepsi; 
3) Fotocopy K/IV/KB (kartu status peserta  KB); 
4) Fotocopy K/I/KB ( kartu peserta KB ); 
(3) Format Permohonan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahan dari Peraturan 
Bupati ini. 
 
  Pasal  6 
(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah 
melakukan tindakan medis dan sudah diterima oleh 
Bupati melalui Kepala Dinas PPKB dan P3A. 
(2) Kepala Dinas PPKB dan P3A berkewajiban untuk 
meneliti kebenaran dan keabsahan permohonan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(3) Atas dasar penelitian permohonan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas PPKB dan P3A 
dapat menerima atau menolak. 
(4) Dalam hal Kepala Dinas PPKB dan P3A menerima 
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
selanjutnya diproses untuk pencairan bantuan sosial 
sesuai peraturan perundang-undangan. 
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(5) Dalam hal Kepala Dinas PPKB dan P3A menerima 
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
selanjutnya diproses untuk penyediaan anggaran 
pemberian bantuan sosial sesuai peraturan 
perundang-undangan. 
(6) Kepala Dinas PPKB dan P3A mengajukan daftar 
penerima  bantuan sosial kepada Kepala BKD untuk 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
(7) Dalam hal Kepala Dinas PPKB dan P3A menolak 
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 
maka penolakan tersebut harus disampaikan secara 
tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan yang 
jelas. 
 
BAB VI 
PENCAIRAN, PENYALURAN 
  DAN PERTANGGUNGJAWABAN    
Pasal  7 
 
(1) Pelaksanaan pencairan bantuan sosial kepada 
peserta KB MOP berdasarkan DPAPPKD dan/atau 
DPPAPPKD. 
(2) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran 
bantuan sosial kepada peserta KB MOP dengan 
Keputusan Bupati. 
 
(3) Penyaluran bantuan sosial kepada peserta KB MOP 
didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial 
kepada peserta KB MOP yang tercantum dalam 
Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2). 
 
Pasal 8 
(1) Kepala Dinas PPKB dan P3A menunjuk salah satu 
pejabat dilingkungan kerjanya sebagai penanggung 
jawab teknis bantuan sosial peserta KB MOP. 
(2) Penanggung jawab teknis bantuan sosial peserta KB 
MOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas PPKB 
dan P3A. 
(3) Tugas dan tanggungjawab penanggungjawab teknis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. Mengajukan permohonan pencairan kepada 
Kepala Badan Keuangan Daerah; 
b. Meneliti kelengkapan dan kebenaran permohonan 
pencairan bantuan sosial peserta KB MOP dari 
penerima bantuan sosial peserta KB MOP beserta 
lampirannya; 
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c. Mendistribusikan atau menyerahkan bantuan 
sosial kepada penerima bantuan sosial peserta KB 
MOP secara tunai dengan bukti penerimaan yang 
sah; 
d. bertanggungjawab atas penyaluran bantuan sosial 
kepada yang berhakmenerima; 
e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas 
dana yang telah diterima sesuai dengan yang 
berhak menerima, kepada Bupati dengan 
tembusan Kepala Badan Keuangan Daerah dan 
Inspektur Kabupaten Sukoharjo; dan 
f. format permohonan  sebagaimana dimaksud pada 
huruf (a) tercantum dalam lampiran II yang 
merupakan bagian  tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
 
Pasal 9 
(1) Pencairan bantuan sosial peserta KB MOP dilakukan 
dengan cara pembayaran langsung (LS), dengan 
mekanisme sebagai berikut: 
a. Penerima bantuan sosial peserta KB MOP 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), 
mengajukan permohonan pencairan bantuan 
sosial peserta KB MOP kepada Bupati melalui 
Kepala Dinas PPKB dan P3A;  
b. Permohonan pencairan bantuan sosial peserta KB 
MOP sebagaimana dimaksud huruf (a), dilampiri 
dengan: 
1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan fotocopy 
Kartu Keluarga; 
2) Fotocopy lembar Persetujuan Tindakan Medik 
(Informed Consent) Pelayanan Kontrasepsi; 
3) Fotocopy K/IV/KB (kartu status peserta  KB); 
dan 
4) Fotocopy K/I/KB (kartupeserta KB); 
c. Berkas permohonan pencairan bantuan sosial ke 
pada peserta KB MOP sebagaimana dimaksud 
huruf (b) dibuat rangkap 4 (empat). 
(2) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran III yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 
Pasal 10 
(1) Penyaluran bantuan sosial peserta KB MOP melalui 
penanggung jawab teknis dengan mekanisme 
sebagai berikut: 
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a. Berdasarkan Keputusan Bupati tentang 
pemberian bantuan sosial peserta KB MOP, 
penanggung jawab teknis mengajukan 
permohonan pencairan dana kepada Bupati cq. 
Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pengguna 
Anggaran yang diketahui oleh Kepala DPPKBP3A 
dengan dilengkapi:   
1) Rencana pemberian bantuan sosial yang 
dilampiri rekap daftar penerima bantuan sosial 
(nama, alamat dan besaran dana yang diterima) 
yang diketahui oleh Dinas PPKB dan P3A; 
2) tanda bukti pembayaran (D.XII.G) bermaterai 
Rp.6.000,-; 
3) foto copy rekening PT. Bank Pembangunan 
Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo atas 
nama Penanggung jawab teknis bantuan sosial 
peserta KB MOP;  
4) fotocopy KTP penanggungjwabteknis; 
5) surat pernyataan penanggung jawab teknis 
yang menyatakan bahwa bantuan sosial peserta 
KB MOP yang diterima, akan disalurkan sesuai 
dengan rencana; 
6) surat permohonan pencairan bantuan sosial 
bagi peserta KB MOP dari masing-masing 
penerima bantuan sosial dan lampirannya, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9ayat (1) 
huruf b; 
7) format rencana penggunaan bantuan sosial 
sebagaimana dimaksud pada angka 1 
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan 
bagian tidak dipisahkan dari Peraturan Bupati 
ini; 
8) format tanda bukti pembayaran sebagaimana 
dimaksud pada angka 2 tercantum dalam 
Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak 
dipisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan 
9) format tanda bukti pembayaran sebagaimana 
dimaksud pada angka 5 tercantum dalam 
Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak 
dipisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
b. Berkas permohonan pencairan bantuan sosial 
peserta KB MOP sebagaimana dimaksud huruf a 
dibuat rangkap 4 (empat);  
c. Penanggungjawab teknis mengadakan penelitian 
berkas kelengkapan permohonan sebagai berikut: 
1) memeriksa secara rinci lampiran permohonan; 
2) memeriksa nama penerima, alamat, uraian 
bantuan sosial dan jumlah anggaran sesuai 
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dengan Keputusan Bupati tentang pemberian 
bantuan sosial peserta KB MOP; 
3) dalam hal permohonan pencairan tidak 
memenuhi syarat, penanggungjawab teknis 
memerintahkan penerima bantuan sosial untuk 
melengkapi dan/atau memperbaiki; dan 
4) setelah permohonan pencairan diteliti dan 
dinyatakan memenuhi syarat dan lengkap, 
Penanggungjawab teknis mengirimkan berkas 
permohonan kepada Kepala Badan Keuangan 
Daerah yang telah dibubuhi cap/stempel “Telah 
diteliti oleh Kepala Dinas PPKB dan P3A”. 
(2) Kepala Badan Keuangan Daerah memerintahkan 
Bendahara Pengeluaran Belanja bantuansosial 
peserta KB MOP membuat Surat Permintaan 
Pembayaran Langsung (SPP LS) berdasarkan 
permohonan dari penanggungjawab teknis 
bantuansosialpeserta KB MOPkepada Pengguna 
Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan 
(PPK) Badan Keuangan Daerah; 
(3) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Badan 
Keuangan Daerah meneliti kelengkapan SPP-LS 
beserta persyaratan administrasi sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. Setelah dinyatakan lengkap 
dan benar, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) 
Badan Keuangan Daerah menyiapkan Surat 
Perintah Membayar Langsung  (SPM-LS) untuk 
ditanda tangani pengguna anggaran; 
(4) Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang 
diajukan, Kuasa Bendahara Umum Daerah 
menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); 
(5) Kuasa Bendahara Umum Daerah mengirim SP2D 
beserta daftar Penguji kepada PT. Bank 
Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang 
Sukoharjo; dan 
(6) Penanggungjawab teknis langsung menyalurkan/ 
mendistribusikan bantuan sosial kepada pihak yang 
berhak  menerima bantuansosial sesuai dengan 
rencana penggunaan. 
 
Pasal  11 
Penanggungjawab teknis menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban atas dana yang telah diterima 
sesuai dengan yang berhak menerima kepada Bupati 
dengan tembusan Kepala Badan Keuangan Daerah dan 
Inspektur Kabupaten Sukoharjo. 
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BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 
Pasal  12 
 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Sukoharjo. 
 
Ditetapkan di Sukoharjo 
pada tanggal 14 Februari 2017 
BUPATI SUKOHARJO, 
 
              ttd 
 
WARDOYO WIJAYA 
Diundangkan di Sukoharjo 
pada tanggal  14 Februari 2017 
 
      SEKRETARIS DAERAH 
    KABUPATEN SUKOHARJO, 
 
                    ttd 
 
           AGUS SANTOSA 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 
TAHUN 2017 NOMOR 23 
 
